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Jual beli dalam hukum Islam harus terpenuhi rukun dan syarat, di
antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan mesti milik si penjua yang dimiliki
secara sempurna (milk al-tam). Setigp penjual hanya boleh menjua miliknya
sendiri kecuali memiliki izin yang dilakukan dengan akad wakalah atau samsarah
sehingga transaksi jual beli sah dilakukan. Namun sebagian masyarakat Gampong
Punteuet Kecamatan Sawang, melakukan transeksi jual beli tanpa seizin
pemiliknya seperti melakukan penjualan hasil perkebunan dan palawija di kebun
milik orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik kebunnya. Bahkan sebagian
masyarakat juga memanen habis hasil kebun orang dan langsung menjual kepada
pedagang pengumpul hasil kebun tanpa diketahui pemiliknya hanya dengan alasan
pihak pemilik kebun adalah saudaranya ataupun tetangga. Ini suatu penyimpangan
dari ketentuan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa
masyarakat Gampong Punteuet melakukan penjualan buah-buahan tanpa seizin
pemiliknya,bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjuaan buah-buahan
tersebut serta bagaimana respon masyarakat Punteuet terhadap penjualan buah-
buahan tanpa izin pemiliknya. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan
dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa
penjualan buah-buahan tanpa seizin pemiliknya dilakukan karena pemilik kebun
berdomisili di luar gampong Punteuet, sehingga tidak mampu mengelola kebun
secara baik. Oleh sebab itu pihak tetangga yang berada di samping kebun
langsung memanen buah-buahan yang bukan miliknya, untuk menghindari
kerugian pemiliknya akibat rontok karena matang, dimangsa binatang, dan
menghindari badai. Masyarakat memanennya karena rasa tanggung jawab sebagai
tetangga atau saudara, dan setelah itu langsung dijual kepada pedagang
pengumpul buah-buahan untuk menghindari hasil panen membusuk dan tidak
dimakan oleh binatang. Masyarakat Punteuet sudah memaklumi hal ini terjadi
bahkan sudah diaggap sebagai tindakan saling membantu dan rasa tanggung
jawab sosialnya. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan
menghubungi pemiliknya untuk menghindari tindakan gharar, dan tindakan fasid
pada transaks jual beli disebabkan tidak sempurnanya terpenuhi syarat dari
transaksi jua beli.
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TRANSLITERASI

Trandliteras kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987
nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/u/1987.

1. Konsonan
No | Arab | Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik di
1 | :IEE:'; 16 E t bawahnya
. z dengan titik di
2 - b 17 L Z bawahnya
3 - t 18 E
N " 5 dengan titik di :
4 - S atasnya 19 E- g
5 z j 20 - f
h dengan titik di -
6 C l.l bawahnya Z1 S q
7 t kh 22 < k
8 3 d 23 J 1
. 5 dengan titik di
9 4 Z atasnya 24 ¢ s
10 J r 25 O n
11 3 z 26 e w
12 o 27 > h
13 O Sy 28 £ )
s dengan titik di
14 U‘d 3 bawahnya 29 ‘; 3
. d dengan titik di
15 ol d bawahnya
2. Konsonan

Voka bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau
monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

'Tim Penyusun Fakultas Syariah, Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi
Mahasiswa, (Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014), him.
29
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Voka tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

trandliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Voka Rangkap

Voka rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, trangdliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
& O Fathah dan ya ai
3 Fathah dan wau atl
Contoh:
s kaifa Js: haula
3. Maddah

Maddah atau voca panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
¢ NG Fathah dan alif a
i atau va
$- Kasrah dan ya 1
T . Dammah dan ]
wau
Contoh:
Ji: gala
= . rama
Jé: qgila
J5% : yaqalu

4. TaMarbutah ()

Trandliterasi untuk ta marbutah adadua.
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a) TaMarbutah (3)Hidup
Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan
dhammah, trandliterasinya adalah t.

b) TaMarbutah (¢3) Mati
Ta Marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, tranditerasinya
adalah h.

c) Kaau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (3)diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
makatamarbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
Jelyi Ay ‘raudah al-atfal / raudatulatfal
48 5l Al -al-Madinah  al-Munawwarah / al-Madinatul
Munawwarah
aall : Talhah
Catatan:
Modifikas

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
trandliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesua kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Katakata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidak ditrandliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf kehidupan, manusia
perlu melakukan usaha sesuai bidang keahlian yang dapat mendatangkan
penghasilan. Satu diantaranya adalah dengan cara jual beli yang merupakan salah
satu mata pencaharian yang disyariatkan Islam. Jual beli setidaknya melibatkan
dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Jua beli dadam hukum Islam harus
memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan dalam figh muamalah, yang salah
satu syaratnya adalah barang yang diperjuabelikan mesti hak milik dari yang
bersangkutan.

Pasal 17 Kompilass Hukum Ekonomi Syariah, menyebutkan bahwa
pemilikan amwal (harta) didasarkan pada asas sebagal berikut:

1. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari
Allah SWT untuk digunakan untuk kepentingan hidup.

2. Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan
penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan ussha atau
korporasi.

3. Ijtima’iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungs
pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di

dalamnyaterdapat hak masyarakat.



4. Manfaat, bahwa pemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk
memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat.

Dalam figh muamalah, makna dari milik secara garis besar dibagi menjadi
dua bagian yaitu milk al-tam dan milik nagisah. Milk al-tam adal ah suatu kepemilikan
yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan
kegunaannya dapat dikuasai. Milik al-tam bisa diperoleh dengan banyak cara, jua
beli misalnya. Sedangkan milk nagisah adalah bila seseorang hanya memiliki salah
satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki
manfaat dan kegunaannya sgja tanpa memiliki zatnya.® Dalam ekonomi Islam,
kepemilikan barang milik pribadi ini dapat diartikan dalam penguasaan manusia
terhadap sumber daya, faktor produksi atau aset produksi hanyalah bersifat titipan
dari Allah.

Konsep harta yang dikembangkan oleh fugaha untuk memastikan kepemilikan
dan batas-batasnya dalam penggunaan harta, sehingga setiap pemilik harta dapat
mengambil manfaat terhadap kekayaan yang dimilikinya dan juga mampu
memberikan dampak baik bagi orang lain. Salah satu bentuk tasharruf dalam
kepemilikan harta adalah melalui transaksi jual beli. Dengan adanya konsep harta dan
jua bei ini, pihak pemilik harta dapat memanfaatkan secara maksimal dari harta,

seperti transaksi jual beli atas harta yang dimilikinya.

! Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2013), him. 65-66.
2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Grafindo Persada,2014) him. 40.



Jika jua beli terjadi sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, tindakan
tersebut termasuk tindakan dalam katagori ba’ifudhuli dimana hal ini dianggap
menyimpang dari konsep hukum Islam. Ba’i fudhuli diartikan sebagai tindak
seseorang yang melakukan transaksi jua beli atas barang milik orang lain tanpa
seizin pemiliknya. Misalnya jual beli yang dilakukan suami atas barang milik istrinya
tanpa seizin istri, atau suami membelikan istrinya suatu barang tanpa meminta izin
kepadanya (selaku pemilik harta).

Akad fudhuli dianggap sah, tetapi keabsahan hukumnya bergantung pada izin
pemilik barang atau walinya. Jika pemilik atau wali mengizinkan maka akad jual beli
tersebut sah. Sebaliknya, jika tidak diizinkan maka akad tersebut batal. Hal ini

berdasarkan riwayat Bukhari dari Urwah Al-Bariqi, dia berkata:
gl s o (sral il oy ale B Lo ) O we &1 ooy U el (T o By0 o0

3L ohoy ade B Lo @) Jsey o Lodd 3y jluds oy ade ) o 01 STl Lot

Artinya: “ Dari Urwah bin Abi Jaad al Barigi ra., Bahwa Nabi SAW memberinya
satu dinar untuk membeli seekor kambing, maka diapun membeli dua ekor
kambing dengan satu dinar tadi, kemudian dia menjual salah satu kambing
tersebut dengan satu dinar, setelah itu dia datang kepada Nabi SAW
dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing, dan Rasulullah pun
berdoa kepadanya (sahabat) semoga dia dikaruniai berkah
dalamperdagangannya” .

Menurut mazhab Hanafi, transaksi itu akan sah dengan syarat adanyaizin dari
pemiliknya. Dengan demikian menurut mazhab ini seseorang tidak boleh melakukan

tindakan pelepasan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan dan keizinan dari

% Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Beirut Publishing, 2016)
him. 767.



pemilik sah barang tersebut. Hal ini merupakan syarat fundamental dalam transaksi
seperti misalnya transaksi jua beli. Sipenjual bila melakukan transaksi atas barang
milik orang lain harus seizin pemilik barang atau dalam posisi sebaga pemegang
akad wakal ah.*Sedangkan mazhab Syafi’i menganggap hak milik atau hak wewenang
atas barang termasuk syarat terjadinya transaksi. Adapun transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh fudhuli batal menurutnya.”

Dalam masyarakat desa Punteuet kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara
terdapat kebiasaan (tradisi)) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan
penjualan hasil perkebunan. Penjualan yang terjadi di desa Punteuet ini adalah
melalui seorang Agen, dimana Agen tersebut memetik hasil perkebunan tanpa
sepengetahuan si pemilik, lalu menjualnya. Hasil perkebunan tersebut dapat berupa
buah rambutan, mangga, pisang, sawo, dan lain-lain. Setelah buah-buahan tersebut
dipetik tanpa diketahui pemilik kebun,agen segera menjualnya ke pasaran.®

Setelah melakukan penjualan,agen memberitahukan kepada pemiliknya untuk
melakukan transaksi dengan menerangkan jenishasil perkebunan, kuantitas, kualitas,
serta harga dari hasil penjualan. Pada tahap inilah terjadi ijab dan gabul, yang

mengakibatkan barang tidak dapat di hadirkan pada waktu akad dan pemilik sendiri

*Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), him.
49,

® Wahbah Az-Zuhaili, Figih Isam Wa Adillatuhu, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011),
him.49.

® Hasil wawancara dengan Ibrahim, warga di desa Punteuet, pada tanggal 10 september 2016,
di Gampong Punteuet, kec. Sawang Aceh Utara



tidak mengetahui kondisi barang tersebut. Sedangkan syarat dan rukun dalam jual
beli salah satunya adal ah harus ada barangnya ketika melakukan ijab gabul.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan lebih lanjut
sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan
kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai,
khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan
syara’ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh
di perjua belikan, seperti dalam kasus ini pemasok menjua hasil panen buah-
buahan yang dimana buah tersebut bukanlah milik pemasok, melainkan milik
orang lain.

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati
bersama ketika transaksi berlangsung.’

Menurut salah satu pemilik kebun di gampong Punteuet yang mengalami
kasus ini, beliau awalnya tidak menerima hasil panennya dijual oleh orang lain tanpa
sepengetahuannya, namun dikarenakan sudah terjadi dan agen pun memberikan hasil

penjualannya kepada beliau maka hasil penjualan tersebut tetap diterima walaupun

" Nasrun Haroen,Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 118.



buah-buahannya sudah terjual.?® Menurut Abu Futuh Shabri, mekanisme yang
demikian mengandung unsur gharar yaitu transaksi yang tidak diketahui hasilnya,
hakikat, dan takarannya. Di sisi lain, larangan mempraktikkan gharar dalam akad jual
beli khususnya, dan muamalah umumnya merupakan dasar pokok bagi syariat.’
Dalam permasalahan diatas, terdapat 3 unsur gharar yang ditemui yaitu:

1. Dalam pengembalian hasil penjualan buah-buahan ini tidak ada kejelasan,
berapa jumlah yang seharusnya didapat oleh pemilik dan berapa jumlah yang
seharusnya dibagikan kepada agen yang telah menjual buah-buahan tersebut.
Ketidakjelasan ini diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan diawal antara
pemilik dan penjual. Sehingga pada saat pengembalian hasil penjualan pun
tidak dapat dipastikan apakah hasil tersebut tidak mendzalimi salah satu
pihak.

2. Daam penjualan buah-buahan, pemilik buah-buahan tidak mengetahui
bagaimana harga yang ditetapkan oleh agen tersebut dalam menjual buah-
buahan miliknya. Harga yang adil seharusnya adalah harga yang ditetapkan
sesual dengan standar harga pasar.

3. Daam pembagian dari hasil penjualan tidak ada kejelasan terhadap hak yang

diterima agen. Tidak dapat dipastikan dalam penjualan ini agen membagi hasil

8 Hasil wawancara dengan Ibrahim, warga di desa Punteuet, padatanggal 10 september 2016,
di Gampong Punteuet, kec. Sawang Aceh Utara

°Abul Futuh Shabri, Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (Terj. Misbakhul Khaer), (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2007), him. 33.



penjualannya dengan pemilik dalam bentuk bagi hasil atau agen mendapatkan

upah karenatelah menjual hasil perkebunan si pemilik kebun tersebut.

Dalam masyarakat gampong Punteuet, hal ini sudah menjadi kebiasaan, dan
kebiasan ini sudah dianggap wajar dan menjadi bagian dari tradis masyarakat.
Mengenai hubungan nash dan tradisi ini, secara umum dapat dilihat dari segi tradisi
masyarakat yang tidak dijelaskan dalam nash al-Quran secara khusus, seperti dalam
bidang mu’amalah maliyah. Asy-syari’ tidak mengatur sistem perdagangan atau kerja
sama usaha umpamanya, melainkan hanya sebagai korektor yang konstruktif. Nabi
Muhammad bersama kaum muslimin ketika hijrah dari Makkah ke Madinah
menemukan suatu tradisi masyarakat yang melakukan berbagai macam mu’amalah,
seperti musagah, menjua buah-buahan sebelum matang, jua beli mulamasah,
munabatah, dan lain sebagainya. Sebagian pendapat diterima, seperti jual beli yang
terorganisasi atau bentuk-bentuk perseroan dan lain seperti musyarakah dan
mudharabah.™

Dalam Islam, jual beli adalah pertukaran antara hak dan kewagjiban antara
pembeli dan penjual dengan menukarkan objek yang dimiliki berupa barang
kepemilikan ataupun objek yang telah disepakati. Pengertian hak secara etimologis
yaitu ketetapan dan kepastian. Adapun pengertian milik secara etimologis yaitu
penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap

pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan

Duki Ibrrahim, Metode Penetapan Hukum Islam (Y ogyakarta: Ar-Ruzz, 2008), him. 102-
104



mengambil manfaat selama tidak penghalang syar’i. Apabila seseorang telah
memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak
terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan di gadaikan, baik dia sendiri
maupun dengan perantaraan orang lain.** Karena harta tersebut adalah kepemilikan
pribadi, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan pemilik.

Namun jual beli yang dilakukan agen ini tidak selamanya dapat dikategorikan
dalam kegiatan yang salah karena menjual hartamilik orang lain tanpaizin. Penjualan
ini dapat dikondisikan jika pemilik kebun tidak bertempat tinggal di daerah yang
sama, sehingga hasil kebun tersebut terabaikan dan buah-buahan yang telah matang
tersebut akan membusuk dengan sendirinya, sehingga akan mengakibatkan
pemubaziran manfaat dari buah-buahan tersebut. Maka dalam hal ini agen dapat
menjual buah-buahan tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu pada
pemiliknya. Karena dikhawatirkan jika terlalu lama, hasil panen tersebut tidak dapat
dimanfaatkan lagi.

Abul Futuh Shabri menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sukses Bisnis
Berkat Wasiat Nabi, bahwa persyaratan bagi seseorang ketika ingin menjual barang
yang belum menjadi miliknya adalah dia bertindak sebagai pemilik atau menjadi
bagian dari pemilik atau mempunyai wewenang atas barang tersebut. jikatidak, maka
tindakannya akan dihukumi ghashab dan merupakan tindak kejahatan. Juga dihukumi
sebagal pemilik, jika seseorang telah diberi kewenangan oleh pemilik aslinya atau

oleh pemberi wewenang untuk melakukan suatu transaksi. Persyaratan tersebut

! Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figh Muamalah), him. 66.



merupakan salah satu Dharurat (keharusan) dari Adh- Dharurat Al-Khams (5
keharusan yang harus dijaga), yaitu menjaga harta benda.*?

Mengenai penjualan harta milik orang lain yang terjadi di desa Punteut. maka
penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian
tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Milik Orang Lain Tanpa
Izin (Studi Kasus Tentang Penjualan Hasil Panen orang lain tanpa sepengetahuan

pemiliknya dikalangan masyarakat desa Punteuet)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka

rumusan masalah yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat gampong Punteuet Kecamatan Sawang melakukan

penjualan buah-buahan orang lain tanpa seizin pemiliknya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang
lain tanpa izin pemiliknya dikalangan masyarakat gampong Punteuet
Kecamatan Sawang?

3. Bagaimana respon masyarakat gampong Punteuet terhadap penjualan buah-

buahan orang lain tanpaizin pemiliknya?

12 Abul Futuh Shabri, Sukses Bisnis Berkat WasiatNabi (Terj. Misbakhul Khaer), him. 52.
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1.3. Tujuan Penédlitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui masyarakat gampong Punteuet Kecamatan Sawang

melakukan penjualan buah-buahan orang lain tanpa seizin pemilik.

2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan
orang lain tanpa izin pemiliknya di kalangan masyarakat gampong
Punteuet K ecamatan Sawang.

3. untuk mengetahui respon masyarakat Punteuet terhadap penjualan buah-

buahan orang lain tanpaizin pemiliknya.

1.4. Penjelasan I stilah
Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam

memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan
yang dimaksud, antara lain:

1. Hukum Islam

2. Tradis

3. Hartamilik orang lain

1. Hukum Islam
Menurut pendapat Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku Abd Shomad yang
berjudul Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, hukum

Islam merupakan hukum yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah,
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yang ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini tidak berarti hukum Islam bersifat
statis, tetapi berkaitan dengan soal-soa yang tidak berubah-ubah dan terus hidup.
Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarakatan, adakalanya pula berkaitan
dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah dengan perubahan
masa‘l3
2. Tradis

Tradis dalam bahasa Latin disebut “tradition” yang berarti diteruskan atau
kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah
dilakukan untuk sgjak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok
masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.
Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari
generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini,
suatu tradisi dapat punah.*
3. Harta

Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak
dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Menurut Hanafiyah, manfaat tidak termasuk
harta, tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah membedakan harta dengan milik,

yaitu:

BAbd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2010), him. 31.

¥Kamus Besar Bahasa Indonesia; Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, (Ed-3. Cet-1 Jakarta;
Baai Pustaka, 2001), him. 1208.
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Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri
penggunaannya oleh orang lain. harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan
untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa di campuri
oleh orang lain. Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud

(a’yan).”®

1.5. Kajian pustaka
Daam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis

banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat
membantu penulis melakukan pembahasan, yaitu:

Tulisan skripsi dari Habisan pada tahun 2005 dengan judul “Sistem
Kepemilikan Keramba di Aceh Tengah ditinjau menurut hukum Islam (study hak
milik keramba di kec. Lut Tawar kab. Aceh Tengah)”. Dimana peneliti ini lebih
menitikberatkan terhadap legalitas sistem kepemilikan keramba di Aceh Tengah
ditinjau menurut hukum Islam study hak milik keramba di Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya
tulis ilmiah ini adalah dengan metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan
untuk menelaah suatu masyarakat yang ada pada Kecamatan Lut Tawar melipuiti
penguraian, penafsiran, dan analisis terhadap data yang diperoleh, juga dengan

menganalisis dan memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan

> Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta:grafindo persada, 2014), HIm. 9.
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buku-buku figh muamalah dan buku lain yang berhubungan dengan pembahasan
masal ah tersebut.

Selanjutnya tulisan skripsi dari Muhammad Kausar Munzaki pada tahun 2013
dengan judul “Kepemilikan Objek Transaksi Bai’ bi al-tsaman Ajil Menurut Figh
Mu’amalah”. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana konsep kepemilikan
bai’ bi al-tsaman ajil dalam Figh Mualamah dan bagaimana keabsahan akad terhadap
kepemilikan objek dalam transaks bai’ bi al-tsaman ajil dan financial leasing
menurut figh muamal ah.

Selain itu juga terdapat tulisan skripsi dari Zulfan pada tahun 2016 dengan
judul “Hak Kepemilikan atas harta wakaf (studi komparatif antara pandangan imam
Hanafi dan Syafi’i)”. Daam skripsi ini dijelaskan bahwa wakaf mempunyai
kedudukan penting dalam Islam, selain sebagai ibadah, juga untuk keperluan
masyarakat. Dalam kgjian lebih luas, hukum wakaf (hak kepemilikan) menurut Imam
Hanafi bersifat ghair lazim (tidak tetap) dan sama kedudukannya dengan hukum akad
pinjaman (dapat ditarik kembali). Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam
Syafi’i, yang mengatakan sifatnya tetap dam mengikat (tidak bisa ditarik dan dijual)
oleh orang lain.

Selanjutnya karya ilmiah Vera Yusrianda dengan judul penelitian
“Kedudukan Notaris Sebagai Pencatat Peralihan Hak Milik Tanah Menurut Hukum
Isam dan Hukum Positif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
kedudukan notaris sebagai pencatat peralihan hak milik tanah menurut hukum islam

dan hukum positif.
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Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Ridha Mulia
dengan judul penelitian “Hukum Kepemilikan Barang Temuan Karena Tercecer”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berusaha menjawab tiga pertanyaan pokok,
yakni: pertama, bagaimanakah hukum kepemilikan barang temuan karena tercecer
menurut hukum Islam. kedua, bagaimanakah hukum kepemilikan barang temuan
karena tercecer menurut hukum perdata. Ketiga, apakah yang menjadi perbedaan
kepemilikan barang temuan karena tercecer menurut hukum Islam dan hukum

perdata.

1.6. Metode penelitian
Keberhasilan daam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode

penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari
objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakai metode penelitian akan
membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat secara tegas
dipertanggungjawabkan dan dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodelogi
penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan.

Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Daam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan
hal yang sangat penting. Sehingga adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti

mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dapat
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dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan
empiris, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut

pandang yang terjadi dalam masyarakat.
1.6.2. Jenis Pendlitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada metode yang tepat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang
meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini,
yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematika,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena
yang diselidiki.’®Dalam penelitian ini mengambarkan mengenai fakta yang ada di
lapangan serta menganalisis masalah praktik penambahan dan pengurangan nilai
harga pada transaksi jual beli emas di pasar Aceh. Proses analisis akan menghasilkan
kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan

menjadi objek penelitian.
1.6.3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk
memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian.
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah library

reseach (penelitian kepustakaan) dan field reseach (penelitian lapangan).

M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 63



16

Library Reseachmerupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu
dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan,
makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber

lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Field Reseach (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data
primer yang menitikberatkan pada kegiatan |apangan, yaitu dengan cara mengadakan
penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau jualbeli pada

harta milik orang lain tanpa seizin pemilik dikalangan kampong punteuet.

1.6.4. Teknik pengumpulan data
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data,
yaitu:
1.6.4.1. Wawancara
Wawancara adalah tanygawab antara pewawancara dengan Yyang
diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang
berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah
wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan
yang telah disiapkan sebelumnya.'’
Teknik penyusunan karya ilmiah ini dipedomani pada buku panduan
penulisan skripsi dan laporan akhir study mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas

Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2010.

YMarzuki Abu Bakar, Metode Pendlitan, (Banda Aceh: 2013), him. 57-58.
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Sedangkan terjemahan ayat-ayat a-Quran penulis mengutip dari kitab al-Quran dan
terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun

2006.

1.7. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis memaparkan

sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi pengumpulan data
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengena hak, kepemilikan dan harta dalam
pandangan Isam yang méiputi pengertian hak milik,rukun, pembagian
hak,pengertian kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, klasifikass milik dan

pengertian harta beserta fungsinya.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang masyarakat gampong
punteuet Kec. Sawang yang melakukan penjualan buah-buahan orang lain tanpa
seizin pemiliknya, tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang lain
tanpa izin pemiliknya dikalangan masyarakat gampong punteuet kec. sawang, serta
respon masyarakat punteuet terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin
pemiliknya.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

yang berguna seputaran topik pembahasan.



BAB DUA

HAK DAN KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Hak dan Kepemilikan dalam Konsepsi Figh Muamalah

Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haqq, yang secara etimologi mempunyai
beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian,
menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.! Pengertian hak
sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam penggunaan kata al-
haqq. Kata haq juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, seperti

dalam QS. Al-Anfal 8:8 yaitu:

s & o %o -~ - o-r

Smmad o5y ot ity 51 5l

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil
(syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak
menyukainya.”

Daam QS. Al-Bagarah 2:24 kata haq diartikan dengan kewajiban yang

terbatas,

2 s 0 - L0 0 -r L0 o o -

e L.‘u e g Rl 15856 Vylads g 1ok ] G
Artinya: “Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan

dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya

manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.”

! Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: K encana Prenada Media Group, 2013), him. 66
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Sedangkan dalam QS. Yunus 10:35 kata haq tersebut sebagai kebenaran yang

merupakan antonim dari kata kebatilan, yang berbunyi sebagai berikut:

°or 0 rog 2 C "/o o o .~ o & oo 8

d’l“é‘é-"*@-’uﬁ" decS-*-@—"*mJﬁ dA“J‘LS'L@-’u"r-{’ J‘“J;

Artinya Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki
kepada kebenaran?' Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada
kebenaran”. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran
itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk
kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)?
Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Adapun secara terminologi figh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan
secara syara’.? Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai “kekuasaan mengenai
sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.® Hak
merupakan pemberian Ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan
sebagal sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara’. Hak juga merupakan
sesuatu  yang diberikan kepada pihak lain yang memilikinya kekuasaan atau
kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk
menggunakan dan mengambil manfaat dan suatu kekhususan yang padanya

ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif.*

% 1bid.
% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), him.32-33
“Geumala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 65
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Hak mempunyai dua makna yang asasi. Pertama,
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Artinya: ““Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus
ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai harta™.
Dalam pengertian yang pertama ini, hak sama dengan makna hukum dalam
istilah sarjana ushul.

Definisi kedua, hak yaitu

Artinya: ““Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang
bagi selainnya.”

Hak-hak dalam arti diatas inilah yang menjadi maudlu studi sekarang ini,

bukan hak makna pertama. Hak ini mempunyal pengertian yang umum, dan masuk

kedalam pengertian itu beberapa hak dan beberapa macam bagiannya. Hak menurut

pengertian yang umum ialah:

7o o - oy Zo 08 & }_,,/}}
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> Louis Ma’luf, Al-Munjid, (Lubnan: Beirut, 2005), him. 700.
® Ibid.
"Ibid.
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Artinya: “Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau

sudah beban hukum™.

Daam bahasa Arab hak adalah yaitu (kekuasaan)® yang berarti dapat
dimiliki oleh seluruh manusia baik kekuasaan secara pribadi maupun secara umum.
Dengan demikian, hak adakalanya merupakan Sullthah, dan adakalanya merupakan
Taklif. Sulthah terbagi menjadi 2, yaitu sulthah (*ala al nafsi) hak seseorang terhadap
jiwa, dan sulthah (‘ala syai’in mu’ain) hak manusia untuk memiliki sesuatu.
Sedangkan taklif adalah orang yang bertanggung jawab, pada dasarnya taklif juga
terbagi dua, yaitu taklif tanggungan pribadi (‘adah syakhsyiyah), dan taklif
tanggungan harta (‘adah maliyah).’

Daam Islam, kewagjiban adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh
manusia, setelah manusia melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka sebagai hasil
dari pelaksanaan kewajiban tersebut, setiap orang akan memperoleh hak-hak tertentu.
Disebutkan dalam surat Adzariyat dan a-Isra, Allah SWT berfirman tentang hak

kepemilikan pribadi dan adanya hak-hak umum yang harus dipenuhi.

;5/";/ ~{\“}é/ . ‘/"5~./
D9 A0y LA B>t 5el (5
Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Adzariat: 19)

8 Ibid.
® Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, (Semarang:
Pustaka Riski Putra, 2001), HIm. 130.
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Maksud Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang

miskin yang tidak meminta-minta.

z ol %A A 77 - T T 23 < -
T a5 5000 Y Uil ol iy sass> poall 13 elig

Artinya. “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (al-Isra’: 26)

Kedua firman di atas, menjelaskan bahwa Islam mengakui hak milik pribadi
dan menghargai pemiliknya, selama hartaitu diperoleh dengan jalan yang halal. Islam
melarang setiap orang mendzalimi hak milik orang lain, terlebih lagi kalau pemilik
harta itu adalah kaum yang lemah, seperti anak yatim dan wanita. Hak dapat dibagi
menjadi dua bagian yaitu hak mal dan hak ghairul al-mal. Hak mal dapat
didefinisikan sebagai:

Oglly OLeV ASLaS” JU U ghany Le
Artinya: “*Sesuatu yang berpautan dengan harta sseperti pemilikan benda-benda

atau utang.”
Sedangkan hak ghairul al-mal adalah:
A e pandd gpa) gk G

Artinya: “Suatu tuntutan yang ditetapkan syara’dari seseorang terhadap orang

lain.”
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Hak Mal adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan
benda-benda atau hutang-hutang. Sedangkan hak ghairu al-mal adalah seperti hak
wali.

Contoh al-haqg diartikan dengan ketetapan dan kepastian terdapat dalam surat Yasin
ayat 7.

L2 o R
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Artinya: ““Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah terhadap
kebanyakan mereka, karena tidak beriman.”

Kalimat haqgq dalam ayat ini bermakna tsabit dan wajib. Perkataan haqq juga

digunakan untuk menunjukkan bahagian atau peruntukan tertentu. Kalimat haqgq juga

kadang-kadang digunakan dengan arti keadilan yaitu lawan dari kezaliman. Seperti

dalam firman Allah Swt surat Al-Mu’min ayat 20:

2 &
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Artinya “Dan Allah menghukum dengan keadilan. dan sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu
apapun. Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha

melihat.”

Di kalangan ahli figih, hak diberi ta’rif sebagai hukum yang tsabit secara

syara’. Ta’rif ini dibuat oleh ahli-ahli figih zaman kebelakangan. Sebenarnya ta’rif
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ini tidak jami’. Ta’rif secara etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu.
Sedangkan menurut istilah ta’rif adalah teknik menjelaskan sesuatu yang dijelaskan,
untuk diperoleh suatu pemahaman secara jelas dan terang, baik dengan menggunakan
tulisan maupun lisan. Dengan demikian, ta’rif menyangkut adanya sesuatu yang
dijelaskan, penjelasannya itu sendiri dan cara menjelaskannya® Jadi maksud
penjelasan yang di atas, ia tidak merangkumi semua perkara yang dikandung oleh
lafaz “hak* ini bermakna “harta yang dimiliki* sedangkan ia bukanlah “hukuman”.
Adakalanya hak itu membawa arti “pemilikan”. Adakalanya hak digunakan untuk
menyatakan diskripsi syara’ seperti hak perwalian, hak asuh anak dan hak memilih.
Adakalanya juga disebut hak untuk menyatakan kemudahan-kemudahan yang
melekat kepada suatu harta tanah untuk kepentingan umum seperti hak jalan, hak
untuk membuat irigasi.

Lafaz atau kalimat hak juga adakalanya diucapkan untuk menunjukkan makna
“kesan yang menyusuli akad atau kontrak”. Seperti tanggungjawab menyerah barang
jualan atau tanggungjawab menyerah harga. Mustafa Al-Zarga memberi ta’rif hak
yaitu bidang kuasa atau juridiks yang dengannya diakui oleh syara’ sebagai
mempunyai suatu kekuasaan atau tanggungjawab.

Kalimat pertanggungjawaban bermakna tanggungan yang digunakan ke atas
seseorang sama ada berbentuk harta seperti tanggunggan untuk menunaikan hutang,

ataupun tanggungan untuk melaksanakan sesuatu tujuan yang tertentu seperti orang

19 syukriadi Sambas, Mantik (Kaidah Berpikir Logis), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2000), him.65.



25

yang mengambil upah menjalankan tugasnya* Dalam interatur figh terdapat
beberapa pengertian al-haqqg yang dikemukakan oleh para ulama figh, di antaranya:
a. Menurut Wahbah al-Zuhaily:
leps ol (K4
Artinya: “Suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara™

b. Menurut Syeikh Ali a-Kalif:

éazai, 0 & R 0 -

bﬂww

Artinya. “Kemaslahatan yang diperoleh secara syara”

c. Mustafa Ahmad al-Zarga mendefinisikan dengan:

Z, 04 }o, }w/}aﬂ -

Artinya: ““Kekhususan yang ditetapkan syara’ atas suatu kekuasaan”.

2 -

Artinya: “Suatu kekhususan yang terlindung™.*?

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu:
“Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk
mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun harta.”
Ada juga hak yang mendefiniskan sebagai berikut: “Kekuasaan mengenai sesuatu

atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.

"wahbah Al-Zuhaili, Figih dan Perundangan Islam, Jil. 1V, (Terj: Md. Akhir Haji Y aacob
etal), (Syiria, Damascus: Dar El Fikr), him. 6

2Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, (Jakarta:
Kencana, 2015), him. 45-46
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Para fugaha berpendapat bahwa hak merupakan imbangan dari benda, sedang
ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta (ina al-haqga laisa hi
al-mal).™® Berkaitan dengan kepemilikan, al-Qur’an menggunakan dua kata yaitu

dan untuk menunjukkan kepemilikan manusia. Firman Allah:
S g dlle e 281 s

Artinya: “Tidak berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan™.
Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang
diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan
keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya. Dengan
definisi ini, makaterdapat perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan. Perbedaan
itu terlihat pada esensi dipahami sebagai bentuk penguasaan, kemampuan, dan
perdagangan sebagaimana proses dalam suatu perbaikan, sedangkan kepemilikan
menunjuk hanya kepada milik dengan keharusan untuk selalu memperhatikan pihak
yang menguasai, baik melalui kemampuan, usaha, tidak adanyarivalitas, atau dengan
cara yang dapat dirasskan oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan
warisan. Penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologi berarti
spesialisas seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan untuk melakukan

tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada

B Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), him. 32-34
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halangan syara’ atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan
hukum atas benda tersebut.™

Daam kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam Islam bermuara pada
pemahaman bahwasanya sang pemilik hakiki hanyalah Allah SWT. Sedangkan
manusia hanya diberikan hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang
diberikan wewenang untuk memanfaatkannya. Dimana manusia merupakan perantara
dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT, dengan begitu pemanfaatan
untuk kepentingan umat dan agama Islam lebih diutamakan, karena memang setiap
milik individu dapat dimanfaatkan secara langsung oleh individu tersebut dan dapat
pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung.’®

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti Milk. Secara
bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Raghib al Ashfihani adalah pembelanjaan
(alokas harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku
ditengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan berdasarkan kebijakan yang diambil
oleh pihak berwenang. Dengan demikian, milik merupakan kemurnian sesuatu yang
dapat dibelanjakan dengan berdasar atas hukum yang berlaku.

Milik menurut pendapat para ahli fikih sebagaimana yang didefinisikan oleh
al Qurafi adalah hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu
yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang
menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimilki itu. Hal ini juga

berlaku pada barang yang menggantikan kedudukan itu. Abdul Salam al-Abadi

' Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), him.105-107
' Ibid, him.105-107
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menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan
barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengal okasikannya
tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya.

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang
didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada
pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan
beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya

sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah.*

2.2. Landasan Hukum Hak dan Kepemilikan

Hak dan dan kemilikan memiliki tempat tersendiri dalam Islam. Secara
umum hak dan kepemilikan merupakan bagian yang melekat pada subjek baik secara
individu maupun kolektif, dan memiliki nilai hukum yang melekat padanya yang
integral dan komprehensif. Adapun dasar hukum tentang dan kepemilikan tercantum
dalam a Quran dan al Hadis, antaralain:

a Dalam a Quran surat Annur ayat 33.*'

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang

dikaruniakanNya kepadamu” (An-Nur:33).

1® Abdullah Abdul Husain at-Tarigi, Ekonomi Islam, (Y ogyakarta: Magistra Insania Press,
2004), him 55-57

K ementerian Agama Republik Indonesia, al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: PT.
Sigma Examedia Arkanleema, 2016), him. 353
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b. surat Al-Hadid ayat 7 juga berfirman,®
P
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Artinya: ”’Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian
dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka
orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian)

dari hartanya memperoleh pahala yang besar.””(Al-Hadid: 7)

Y ang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara
mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah, manusia menafkahkan
hartanya itu harus sesuai menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah,
karenaitu tidaklah boleh kikir dan boros.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas menitikberatkan pada dua perkara.
Pertama Allah memberitahukan pada hamba bahwa kepunyaan-Nyal ah segala apapun
yang tersebar di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Allah
mengetahui semua yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya, baik
yang tampak maupun yang samar-samar.™

c. Dalam surah Al-Bagarah ayat 188

Sl K STl KT

Artinya: “‘Jangan kalian saling memakan harta kalian dengan jalan bathil.”

18 .
Ibid.
¥ \bnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir Juz 3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), him.209
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(QS Al-Bagarah:188).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya memakan harta
dengan jalan yang batil. Pemilik pribadi atau mutlak hanyalah milik Allah semata dan
harta yang diberikan kepada manusia hanya untuk dimanfaatkan oleh pemilik harta
masing-masing dan diakhirat nanti semua harta yang dipergunakan dapat
dipertanggungjawabkan. Allah juga memerintahkan memperoleh harta dengan cara
yang baik dan benar dan juga dengan cara suka sama suka tanpa ada paksaan, dimana
kedua belah pihak yang berakad sama-sama merasa diuntungkan dan tidak ada yang
merasa dirugikan dan teraniaya dengan cara perolehan harta, karena Isslam mengajar
kita untuk selalu berbuat adil dan jujur. Harta seakan-akan berada di tengah, dan
kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan dan kerugian
dari interaks itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing sehingga salah
satu pihak merugi, sedangkan pihak lain mendapat keuntungan, sehingga yang
demikian harta tidak lagi berada ditengah dan kedudukan kedua pihak tidak

seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil . %

d. Dalam surah Qaaf; 7-11.%
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2(1) Muhammad Quraisy Shihhab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), him.498.
Ibid.
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Artinya: “Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-
gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam
tanaman yang indah di pandang mata, untuk menjadi pelajaran dan
peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah). Dan
turunkan dari langit, air yang banyak manfaatnya lalu kami tumbuhkan
dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan
pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang
ber susun-susun untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba (kami), dan kami
hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah
terjadinya kebangkitan™ (QS.al Qaaf:7-11).

Selain landasan hukum al-Quran, terdapat juga dalam hadis tentang

kepemilikan harta dalam Islam. Rasulullah saw bersabda:
Lgnyusgas:ijw&\Jy)Jwjsuhd&dé@wufé.wséb
(e idiLalg) YealSH)

Artinya: Dari riwayat Thirmizi dari Fatimah binti qais, ia berkata Rasulullah SAW:
’Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain selain zakat™,

(HR. At-thirmizi).?

Dalam hadist lain juga disebutkan:

05 9 & oSO el flls Yl wa e gt Bl g ade ) o Gl we B oy s ) e
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2 Abi Isa Muhammad Ibn Surah At-Tirmizi, Al-Jami’ Al-Shahih, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-
‘Aamiyah,tt), him.420.
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Artinya: “Dari abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, “dan barang siapa
mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka
tidak mendapatkan pahala dan dosanya di bebankan kepadanya”. (HR.Ibnu
Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)”.

Hadist di atas menjelaskan bahwa bersedekah dari harta yang diperoleh
dengan jalan yang haram maka orang yang menyedekahkan tersebut tidak akan
memperoleh pahala melainkan dosa sebagai penggantinya. Hal ini dikarenakan begitu
pentingnya mencari rezeki yang hala, yang mengagarkan umat Islam untuk terus
berusaha memperoleh harta dari hasil keringatnya sendiri bukan dengan cara
kecurangan, tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya
melalui usaha yang halal.

Islam sebagai agama universal dan elastis memberikan kewenangan kepada
penganutnya untuk memiliki harta sekehendak mereka dengan ketentuan tetap dalam
koridor syara’. Demikian pula mereka harus menyadari bahwa dalam kekayaan yang
Allah titipkan pada mereka terdapat hak orang lain yang mesti ditunaikan baik dalam
bentuk perintah wajib, seperti memberikan nafkah kepada keluarga atau membayar
zakat untuk kepentingan sosial. Hakikatnya Allah mutlak menjadi pemilik atas segala
harta benda dilangit dan di bumi. Sedangkan manusia hanya diberikan hak untuk
menggunakan seperlunya dalam bentuk titipan dari Allah. Oleh karena itu, dalam
penggunaan harta manusia harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh

Allah.



33

Pada dasarnya kepemilikan harta bersifat majazi (sementara), yang merupakan
pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, manusia hanya merupakan pengelola serta
memanfaatkan hasilnya. Jadi, kepemilikan adalah kepemilikan harta yang didasarkan
pada agama. Maksudnya, kepemilikan tersebut tidak memberikan hak mutlak kepada
pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan

beberapa aturan yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadits.

2.3. Bentuk-Bentuk Hak Milik dalam Figh Muamalah

Hak dari segi iltizam (kewajiban) merupakan barang yang ada dipundak kita
yang dalam bahasa figh dikatakan wigr. Hak milik diberi gambaran nyata oleh
hakikat dari sifat syariah Islam. tabiat dan sifat syariat Islam yaitu bebas. Suatu
kepribadian yang bebas dari pengaruh negara-negara barat dan Timur dan
mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh sosialis dan kapitalis.”® Hak dapat
dibagikan menjadi dua bagian, yaitu mal dan ghair al-mal. Hak mal adalah sesuatu
yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang.
Sedangkan hak ghair al- mal terbagi kepada dua bagian yaitu hak syakhshi dan hak
‘aini.

Hak syakhshi ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang
terhadap orang lain. Hak ‘aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa

dibutuhkan orang kedua. Hak “aini ada dua macam yaitu ashli dan thab’i. Hak ‘aini

“Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, edisi revisi, ...hIm.
171.



ashli ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya shahib al-haq seperti hak
milkiyah dan hak irtifag. Hak ‘aini thab’i ialah jaminan yang ditetapkan untuk
seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang
tidak sanggup membayar, maka murtahin berhak menahan barang itu.

Adapun macam-macam hak ‘aini ialah sebagai berikut:

a. Hak al-milkiyah ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah.
Boleh dia memilki, menggunakan, dan mengambil manfaat,
menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat
tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

b. Hak al-intifa’ ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan
hasiinya. Hak al-isti’'mal (menggunakan) terpisah dari hak al-istighal
(mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. S
mauquf ‘alaih hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan
dari rumah itu.

c. Haqg al-irtifaq ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu
kebun atas kebun yang lain, yang dimilki bukan oleh pemilik kebun
pertama. Misalnya saudara Ibrahim memilki sawah di sebelahnya sawah
saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan kesawah saudara lbrahim.
Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air.

d. Hag al-istihan ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn

menimbulkan hak ‘aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga
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barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn
hanyalah jaminan belaka.
. Haq al-ihtibas ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang
(benda) seperti hak multagith (yang menemukan barang) menahan benda
lugathah.
. Hag garar (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas
tanah wakaf ialah:
Haq al-hakr ialah hak menetap diatas tanah wakaf yang disewa,
untuk yang lama dengan seizin hakim.
Haqg al-ijaratain ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah
dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang
tidak sanggup dikembalikan kedalam keadaan semula misalnya karena
kebakaran dengan harga yang menyama harga tanah, sedangkan
sewanya dibayar setiap tahun.
. Hag al-murur ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas
bangunan orang lain.
. Haq ta’alli ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas
bangunan orang lain.
i. Haq al-jiwar ialah hak hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya
batas-batas tempat tingggal, yaitu hak hak untuk mencegah pemilik ugar

dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
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j. Haq syafaah atau haq syurb ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk
diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan
rumah tangganya.®*

Sedangkan dalam buku Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan beberapa bentuk

hak milik yaitu:
a Tagsimal- Haqqi
Hak dalam pengertian yang umum dibagi kepada dua bagian yang
asas yaitu al mali dan ghairu al mali. Mali adalah sesuatu yang berpautan
dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau hutang-hutang.
Sedangkan ghairu mali adalah seperti hak wali. hak mali di bagi dua yaitu hak
syakhsyi dan hak “aini.
b. Hak Syakhsi dan Iltizam

Tiap-tiap ‘alagah syar’iyah antara dua orang, maka salah seorangnya
berfungs mukallaf, ia harus melaksanakan sesuatu yang mendatangkan
kemaslahatan bagi yang lain, atau ia harus menghentikan pekerjaannya yang
merugikan orang lain. Hak syakhsi ini merupakan iltizam atas orang yang
dibebani pelaksanaannya.

Yang termasuk kedalam hak ini adalah segala macam ‘alagah yang
ditimbulkan oleh akad. Sipenjual dinamakan multazm harus menyerahkan
barang dan si penjual berhak menerima barang. Termasuk juga dalam ‘alagah

ini adalah yang ditimbulkan oleh perbuatan. Orang yang menimbulkan

# Hendi suhendi, Figh muamalah, (jakarta:PT.raja grafindo persada,2014), him. 34-37
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kemudharatan atas orang lain menjadi multazim dan harus menggantikan
kerugian tersebut.
c. Takrif Hag al-Syakhshi
Haq al-Syakhshi adalah suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ untuk
seseorang terhadap orang lain. Ha ini adakalanya dengan mengerjakan
sesuatu perbuatan yang mempunya nilai (gimah) untuk kemaslahatan
shahibul al-hag, adakalanya berhenti dari suatu perbuatan yang merugikan
shahibul hag.”® Si penjual misalnya berhak meminta harga, sedang sipemilik
berhak menerima barang. Hak-hak dalam contoh ini merupakan perbuatan.
demikian pula hak si mudi’ yaitu si wadi’ yang tidak memaka barang
wadi’ah. Ini merupakan keharusan menjauhkan diri dari menggunakan
manfaat wadi’ah.
d. Hak ‘aini
Apabila alagah itu bukan antara dua orang, yang seseorang mustahiq
dan seseorang lagi mukallaf, tetapi antara dua orang dan benda tertentu, dalam
arti orang itu mempunyai sulthah langsung terhadap benda itu, maka ini

dinamakan haq “aini yaitu seperti hag milikiyah.

% Teunku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang:
Pustaka I§fiszki Putra,2009),him.105-110
Ibid.
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2.4. Sebab-sebab dan Klasifikasi Kepemilikan dalam Figh Muamalah

Islam mengakui hak milik, tapi bersamaaan dengan itu, Islam mensyaratkan
banyak ha terhadap kepemilikan tersebut. Tujuannya agar nampak negatif
kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat, dan tidak mengganggu
sosial kemasyarakatan. Di antara syarat kepemilikan menurut 1slam adalah keharusan
sang pemilik tunduk pada peraturan syariah, misalnya mengeluarkan sebagian
hartanya demi redisasi kesgahteraan umum, dan kalau investasi, jangan sampai
mengancam pihak lain. Demikian konsep Islam mengenai pemilikan mempunyai sifat
yang unik.

Mengenai barang tertentu, individu dibolehkan memanfaatkan hak
kepemilikannya yang terbatas, sedangkan mengenai barang lain diberlakukan
kepemilikan bersama seluruh anggota masyarakat. Milkiyah (hak milik) dapat
diperoleh dengan beberapa sebab, pertama, dengan cara ihraz al-mubahat
(penguasaan harta bebas) yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta
yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.

Al-mubahat (harta bebas atau harta tak bertuan) adalah harta benda yang tidak
termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada
larangan hukum untuk memilikinya. Artinya harta yang tidak masuk dalam pemilikan
orang lain secara sah. Serta tidak ada halangan syara’ untuk mendapatkan dengan
maksud ingin memilikinya. Dalam ihraz al-mubahat mengandung pemahaman bahwa
seseorang yang berkuasa terhadap harta mubahat secara otomatis telah menjadi

pemilik pertama setelah sebelumnya benda tersebut belum ada pemilik. Tentunya
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sangat berbeda dengan kepemilikan harta dalam jual beli atau akad lainnya, sebab
pada dasarnya telah ada pemilik, sehingga setelah dijua akan terjadi pelepasan hak
milik dan berada dalam penguasaan pemilik yang baru.

Kedua, melalui transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga
hukum,seperti jual beli, Hibah, dan Wakaf. Ketiga, melalui peninggalan seseorang,
seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal. Keempat, hasil
atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara
alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang,
atau melalui suatu usaha pemiliknya seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau
keuntungan dagangan yang diperol eh seorang pedagang.

Dalam catatan lain ada penambahan sebab kepemilikan, seperti disebutkan
Hendi Suhendi yaitu karena penguasaan terhadap milik Negara atas pribadi yang
sudah lebih dari tiga tahun.”’ Jadi harta Negara yang berada dalam kekuasaan
masyarakat atau privasi, secara hukum dapat dialihkan menjadi milik perseorangan.
Akan tetapi hak tersebut lebih dikhususkan pada kepemilikan tanah.

Dari penjelasan di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah yang
belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak
memiliki tanah tersebut.®® An-Nabhany mengemukakan sebab-sebab kepemilikan

terdapat beberapa pertimbangan:

" Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002),him.28.
% Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., him.28
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1. Bekerja

2. Warisan

3. Kebutuhan akan harta untuk mempertahan hidup

4. Harta pemberian Negara kepada rakyat

5. Harta yang didapatkan tanpa mengel uarkan materil dan energi.?

Imam a-Ghazali merumuskan beberapa sebab kepemilikan terhadap suatu

benda yang akan menjadi harta kekayaan yaitu:

1

Didapatkan dari sumber yang tiada pemilik. Contohnya barang tambang,
pengel olaan |ahan kosong dan lain sebagainya.
Didapatkan karena pemaksaan terhadap milik, namun ada unsur kehalalan untuk

memilikinya, seperti harta rampasan perang.

Diambil secara paksa faktor melalaikan kewajiban, seperti memungut zakat dan
pajak Negara.
Adanya ganti rugi disebabkan cacat perjanjian. Seperti ganti rugi dalam jual beli

karenatidak sesua kesepakatan.
Diambil tanpa pemberitahuan dari pemiliknya. Seperti harta warisan yang telah
dipenuhi hak mayat.*

Berdasarkan penjelasan di atas, baik fugaha Hanafiyah maupun fugaha

Jumhur sependapat terhadap prinsip ini, yakni bahwasanya milkiyah tidak terbatas

“®Tagiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam,

(Surabaya: Risalah Gusti, 2002), him.21.

%y usuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: PT.Dana Bakti Wakaf, 1997),

him.45
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pada materi sgja. Hanya sgja menurut fugaha hanafiyah, manfaat tidak bersifat materi
tidak merupakan komponen harta, melainkan sebagai milkiyah. Sedangkan menurut
fugaha Jumhur ulama manfaat merupakan bagian al-mal.

Jadi kalimat kunci ihraz al-mubahat adalah penguasaan atas al-mubahat
(harta bebas) untuk tujuan dimiliki. Pemilikan melalui ihraz al-mubahat adalah
penguasaan terhadap harta ghanimah (rampasan perang). Karena dalam pandangan
Islam harta pihak musuh termasuk harta al-mubahat. Penguasaan tersebut dapat
dilakukan melalui cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada
tempat yang dikuasainya atau dengan memberi batas, atau dengan memberi tanda
pemilikan.®

Wahbah al-Zuhaily mencatat empat cara penguasaan harta bebas yaitu sebagai
berikut:

a. lhya’ al-mawat atau membuka ladang (kebun) baru.

b. Berburu hewan.

c. Dengan mengumpulkan kayu dan rerumpukan di rimba belukar.

d. Melaui penggalian tambang yang tersimpan diperut bumi.

Menurut Muhammad Ahram Khan demikianlah, di bawah kemahakuasaan
Allah, manusia diberi hak untuk memilki kekayaan. Oleh karena manusia bukanlah
pemilik yang sesungguhnya, maka cara memanfaatkan pun telah ditetapkan oleh

Allah. Sedangkan menurut Muslehuddin pemilikan adalah kekayaan oleh swasta atau

% Ghufron A.Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2002), him.
56-59.
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pribadi dianggap sebagai dorongan untuk memacu upaya terbaik manusia. Pemilikan
tersebut dengan hebat telah menambah kekayaan masyarakat. Konsep Islam dalam
pemilikan swasta atau pribadi memiliki sifat yang unik. Pada dasarnya kepemilikan
itu ada ditangan Allah, dan hanya sebagian sgja dari hak pemilikan itu dengan syarat
tertentu, yang diberikan kepada manusia agar dia dapat memenuhi kehendak Allah,
yakni bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan.

Sebab kepemilikan harta ada yaitu sebagal berikut: pertama, sekedar
memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya, namun dengan beberapaa syarat
tertentu. Kedua, Akad pemindahan kepemilikan, seperti jual beli, hibah dan
sgenisnya. Ketiga, Warisan. Keempat, Tawallud Min Mamluk, harta yang berasal
dari suatu harta yang telah dimiliki, seperti anak kambing yang lahir dari seekor
kambing yang telah dimiliki, buah dari kebun yang dimiliki, bagi hasil dari tabungan
investasi, dan hasil dari saham di perusahaan. kelima, Harta yang diperoleh seseorang
dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun, seperti hubungan pribadi
(hibah atau hadiah), tebusan dari gishash kepada ahli waris yang memanfaafkan si
pembunuh, mendapat mahar dari akad nikah, dan lugathah.

Hak-hak terhadap harta juga ada tiga macam yaitu:

a. Hak pribadi yaitu harta seorang musliim tidak boleh disentuh oleh orang lain
melainkan dengan kerelaan hati pemiliknya. Sikap kriminal mengambil harta ini

melalui pencurian misalnya, menyebabkan pelakunya harus dipotong tangannya.

% Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana,2012), him. 337
¥ Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis), (Jakarta:
Kencana, 2013), him. 11



Bila tidak sampai dicuri, harus diberikan hukuman pelgaran. Berkaitan dengan
dibolehkannya memberi hukuman dengan sanksi harta (uang) mash
diperselisihkan dengan sengit dikalangan para ulama. Namun pendapat yang
membol ehkannya dianggap sebagai pendapat yang layak diikuti.
b. Hak Allah yaitu Harta pada asalnya memang milik allah. Manusia seluruhnya
hanya diberikan kesempatan memilkinya sementara. Allah berfirman,.
( ) 2S5l el BT I 3 wa i
Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang
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dikaruniakan kepadamu.” (An-Nur:33).

Konsekuens dari hak Allah ini ada dua hal, yaitu mengoperasikan harta ini
sesuai dengan tuntunan syariat, dan mengeluarkan zakat yang wajib.

c. Hak bersama yaitu Konsekuens hak ini adalah didahulukannya kepentingan
bersama daripada kepentingan pribadi ketika terjadi bentrokan, dengan
memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik harta tersebut sehingga hak-
hak pribadi terpenuhi bagi mereka.®*

Mengena kepemilikan yang sudah disebut di atas, ada terdapat perbedaan
mendasar antara kepemilikan yang ada dalam sistem kapitalis dengan sistem Islam.
Dalam sistem kapitalis setiap individu memiliki kebebasan penuh tanpa batas untuk
memiliki aset-aset. Sementara dalam proses kepemilikan tersebut tetap harus

memerhatikan kemaslahatan dan kesegjahteraan masyarakat. Kepemilikan atas harta

¥Adiwarman A .karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta:Darul Hag, 2004), him.74-
75



benda hanyalah sebuah titipan yang harus dijaga demi untuk mewujudkan

kemaslahatan masyarakat luas. Namun dalam proses aplikasi kaidah tersebut terdapat

sedikit perbedaan diantara para ulama muslim, Abu Dzar al-Ghifari berpendapat
untuk menafkahkan semua harta yang dimiliki setelah dikurangi untuk memenunhi
kebutuhan pokok selama setahun.

Sedangkan dalam kasus Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat
paling kaya, semula diperintahkan Rasul untuk membebaskan semua harta yang
dimilki. Namun ketika Abdurrahman akan keluar, maka beliau diperintahkan untuk
menafkahi dahulu keluarganya, memberikan sesuatu pada para peminta-minta,
memberikan makan kepada orang miskin, serta menjamin kebutuhan para Ibnusabil.
Maka dari itu, dalam Islam hak dan kepemilikan yang dimiliki oleh individu harus
tetap bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan yang sebesar mungkin dan
dibatasi dengan tidak menimbulkan gharar bagi orang lain.*

Hukum syariat mengenal dua bentuk kepemilikan yaitu:

1. Kepemilikan sempurna (al-milk-al-tam), materi dan manfaat benda dimiliki
sepenuhnya, sehingga seluruh  hak kebendaan terkait berada dibawa
penguasaannya. Kepemilikan sempurna menurut hukum syara’ adalah menguasai
sesuatu yang mubah (tidak milik siapapun), akad, al-khalafiyyah (pergantian
kepemilikan), dan muncul dari sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut hukum
undang-undang sipil, sebab kemunculan kepemilikan sempurna yaitu menguasai

sesuatu baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang tidak bertuan,

®Abdul Sami’ Al-Misri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
him. 40
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waris, wasial, sesuatu yang menempel pada harta tidak bergerak atau harta
bergerak, akad, al-hiyaazah, dan at-tagaadum.*

2. Kepemilikan tidak sempurna (al-milk an-naqis), hak menguasai materi benda,
sehingga hak pemanfaatan dikuasai oleh pihak lain, begitu sebaliknya.*” Misalnya
seperti s A mewasiatkan untuk si B bahwa ia boleh menempati rumah s A atau
menggarap sawahnya selama s B hidup atau selamatiga tahun misalnya, maka s
A meningga dunia dan si B menerima wasiat itu, maka rumah itu atau benda
tersebut tetap milik ahli warissi A berdasarkan hak waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa hanya kepemilikan benda
(milkul al-‘ain) sga yang bisa bersifat permanen dan akan selalu berujung kepada
kepemilikan sempurna (yaitu ketika batas waktu pemanfastannya telah habis.®
Kepemilikan yang sah menurut Islam adalah kepemilikan yang terlahir dari proses
yang disahkan Islam. Berikut ini ada beberapa pandangan fikih tentang kepemilikan :
1. Menjaga hak umum

Menjaga hak umum adalah diantara faktor yang melahirkan kepemilikan.
Syaratnya, hak umum ini tidak ada yang memiliki dan si penjagatidak mempunyai
cacat hukum dalam pandangan fikih. Hak milik umum misalnya air sungal,

reremputan di padang bebas, tak bertuan. Proses kepemilikan, misalnya sigpa sgja

#\\ahbah Az-Zuhaili,Figh Islam Wa Adillatuhu,jilid 6, (Jakarta:Gema Insani, 2011), him.461

3" Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam: (Jakarta: Kencana,2006), him. 110

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, jilid 6, (Jakarta:Gema Insani,2011), him.
452
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yang mengangkangi satu petak rumput, misalnya, maka ia lebih berhak akan
sepetak rumput itu.
2. Transaksi Pemindahan Hak

Yang dimaksud adalah kesepakatan antara pelaku yang sah untuk
memindahkan hak kepemilikan, baik prosesnya dengan imbalan atau tanpa
imbalan. Misalnya jual beli dan pemberian. Transaksi adalah proses pemindahan
hak milik yang paling sering terjadi.

Dalam transaksi yang sah disyaratkan terjadi ekpresi kerelaan yang
dilakukan pihak yang sah. Sebab itu, transaksi paksaan atau dari pihak yang tidak
sah, maka tidak sah pula transaks tersebut. karenanya tidak memindahkan hak
milik. Pihak yang tidak sah melakukan transaksi, misalnya transaksi anak kecil,
tanpa seizin walinya.

Adajual beli paksayang lazimnya tidak sah, berhukum sah, dan ini berarti
perkecualiaan. Contoh yang bisa diambil disini ialah pemaksaan pihak pengadilan
kepada penunggak hutang untuk melunasi hutangnya atau pemaksaan terhadap
penimbun agar mau menjual komoditas keperluan yang ia timbun. Ini dilakukan
pengadilan murni demi antisipas bahaya penimbunan bagi kesejahteraan
masyarakat.

3. Penggantian

Y ang dimaksud ini adalah penggantian posisi dari satu pihak kepihak yang

lain, dimana dalam prosesnya tanpa perlu ada persetujuan, baik dari pihak

pertama maupun pihak kedua. Misanya harta warisan otomatis berpindah
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kepewaris tanpa terlebih dahulu bersyarat terdapat persetujuan. Sebab peralihan
hak disini mendapatkan legalitasnya liwat ketentuan syarah, bukan karena
kehendak manusia

Syarat sahnya pemindahan hak ialah tidak terdapat beban hutang mayit
yang menghabiskan nilai harta warisan. Pada pewaris, Syaratnya, tidak terdapat
mani’u al-irsti (pencegahan hak waris). Disini, misalnya beda agama, pewaris
mel akukan pembunuhan terhadap mayit dan berbeda status, manusia merdeka dan
hamba sahaya. Jika segala syarat sudah terpenuhi, maka otomatis harta warisan
berpindah kepewaris. Sebab harta warisan adalah simpanan mayit, yang tentunya
demi ahli warisnya, sistem pewarisan diharapkan seseorang bekerja keras.

Kepemilikan pribadi menurut pandangan figh al Islam berbeda dengan
sistem ala kapitalis maupun sosiais. Pembeda itu, tak lain adalah karakteristik
peduli sosial dalam sistem kepemilikan Isslam. Namun dalam Islam, target peduli
sosial, tidak sampai mengingkari hak penuh bagi pemilik. Yang ada dalam Islam
hanyalah memberikan aturan—aturan pada pemilik agar dalam investasi tidak
menyengsarakan masyarakat.

Dengan rumusan ini, berarti pandangan Islam jauh berbeda dengan sistem
sosialis yang mengingkari kepemilikan individu secara total. Sistem sosialis jelas
mengancam pertumbuhan produksi. Dampak yang segera tampak dari sistem ini
adalah membunuh daya kreatif masyarakat dan mematikan kiat kreasi individu.
Akhirnya sistem ini mengancam peradaban manusia, selain tentu mengancam

perekonomian.



Target peduli sosial dalam sistem perekonomian Islam dapat dilihat
bagaimana a-Quran membatasi dan memberikan rambu-rambu pada individu
pemilik berkaitan dengan sosia lingkungannya, kaitannya dengan harta miliknya.
Al-quran juga mencermati harta serta sistem operasionalnya di masyarakat.
Dalam banyak ayat al-Quran menegaskan kekhalifahan manusia, plus tanggung
jawabnya. Dan serta eksplisit, Al-quran juga mengingatkan kekhalifahan manusia,
kaitannya dengan harta milik.

Jika dikgji al-Quran maka terkadang menemukan suatu penjelasan, dimana
harta dikembalikan hak miliknya kepada Allah. Tapi, pada penjelasan lain harta
kepemilikannya dikembalikan kepada manusia. Metode al-Quran dalam menjelaskan
status kepemilikan harta ini, dikira oleh sebagian orang bahwa harta adalah milik
Allah dan masyarakat. Akhirnya orang ini berkecenderungan sosialis dan menentang
kapitalis dengan dalil Islam. sebagian yang lain berpikir bahwa pengakuan al-Quran
dalam kepemilikan harta bagi manusia, sebagai bukti dukungan pada sistem kapitalis.
Pemberian hak penuh tanpaintervensi pada sang pemilik.

Kecenderungan kedua analisis ini jelas sdlah besar. Kedua analisis ini
mengambil dalil secara sepihak (satu dimensi sgja) dan mengabaikan dimensi yang
lain. Sebab itu, kedua analis ini lucu. Karena mengambil satu konsep islam, dan
mengabaikan konsep yang lain. Akhirnya tidak menghasilkan gambaran konsep Islam
yang utuh. Di antara ayat yang menyandarkan kepemilkan kepada Allah dan

masyarakat adalah surat Al-Bagarah ayat 284 :
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Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di
bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu
tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang
dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Al-Bagarah 284)”

Quraish Syihhab dalam memahami ayat tersebut berkata, “ketahuilah bahwa
segala sesuatu yang dilangit dan dibumi adalah milik Allah. kekuasaan dan ilmunya
meliputi semua itu. Apa yang kalian nyatakan dan sembunyikan dalam diri kalian,
Allah mengetahuinya. Dia akan menuntut pertanggung jawaban kalian atas itu semua
pada hari kiamat. Lalu mengampuni dan menyiksa sSiagpa sSga yang
dikehendakinya.”*

Berikut ini ayat-ayat yang menyandarkan harta pada pemiliknya.

a. Surat Al-Bagarah ayat 188

I3l 5 G b Tl ST 1 T 1,055 T oS8 S5 15KT 45
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Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

¥ Muhammad Quraisy Shihhab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), him. 87.
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(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui.”” (Al-Bagarah: 188)

b. Surat At-Taubat ayat 103
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Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (at-Taubah:
103)

C. Surat Az-Zariyat ayat 19
- S T 2 NS S
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Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (az-Zariyat: 19)

Pesan jelas dari penyandaran harta kepada Allah ialah penekanan peduli sosial
dalam kepemilikan individu, yang kepemilikannya juga dilegitimasikan oleh banyak
ayat. Peduli sosia dalam ekonomi islam sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang
egoistik. Islam mengakui dan mengabsahkan kepemilkan pribadi. Mengahalalkan

manusia untuk menabung, menyarankan manusia berkreasi dan mengembangkan
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bakat dan kerja, tapi 1slam memberi pula berbagai aturan dan tekanan peduli sosia
pada individu pemilik. Jangan sampai dalam investasi tidak memperhatikan dampak
positif-negatif terhadap pihak lain. Sebab dengan peduli sosia, terciptalah masyarakat

ideal dan sejahtera®

2.5. Harta dan Fungsinya dalam Ta’assuf fi Isti’mal al-mal

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Harta
termasuk salah satu sendi penting bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa
harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup.
Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan
memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu
yang akan merusak dan meniadakan hartaitu.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.
kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut
melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. adanya
kepemilikan seseorang atas harta kepemilikian individu tertentu mencakup juga
kegiatan memanfaatkan  dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah
dimilikinya tersebut.

Setiap muslim harus bisa memanfaatkan dan mengembangkan hartanya.

Daam memanfaatkan dan mengembangkan harta tersebut juga tetap wajib terikat

“0'M.Farugq An-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis
Dan Sosialis (Jogyakarta: Press, 2002), him 43-48
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dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaat dan
pengembangan harta. Dalam memanfaatkan harta individu, Islam memberikan
tuntutan bahwa harta tersebut adalah dimanfaatkan untuk nafkah wajib, seperti nafkah
keluarga, infaq fi sabilllah, membayar zakat, dan lain sebagainya. Demikian pula
pada saat seorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan harta yang telah
dimiliki, ia terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta.
Islam juga telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang
sah seperti jua beli, kerja sama yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian
maupun perdagangan.**
Para fugaha menakrifkan mal dengan:
o 1oy Jy i oS ot b 4 s
Artinya: ““Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan
diwaktu diperlukan™.*
Daam padaitu ada yang menakrifkan dengan:
A5 S a8 s aas gl (i e
Artinya: ““*Sesuatu yang tabiat cenderung kepadanya dan berlaku memberi dan
menahan padanya”.
Menurut ulama Hanafi yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu

yang dapat diambil, dissmpan dan dimanfaatkan. Menurut pendapat jumhur ulama

“'Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 220

2 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2009), him. 137

* Ibid.
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(mayoritas ulama) yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai
dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Dengan demikian maka ikan dalam sungai
dan juga burung-burung di udara tidak dapat dinamakan harta, sebab tidak dapat
dikuasai.*

Pen-tasharu-an harta disebutkan dalam al-milikiyah (kepemilikan, hak milik)
adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan
dilegetimasi keabsahannya oleh syara’ yang hubungan keterikatan itu menjadikan
harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk
pentasharrufan terhadap hartaitu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang
dirinya dari melakukan pentasharrufan.

Tasharruf menurut istilah ulamafigh adalah setiap yang keluar dari seseorang
yang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengannya syara’ menetapkan
beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa
aks atau isyarat, sehingga makna tasharruf dengan pengertian ini lebih umum dari
makna akad, walaupun akad bagian dari tasharruf hanya sgja ia sekedar tasharruf
gauli (ucapan belaka) yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli,
nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad, sedangkan tasharruf tidak harus
begitu dan masuk didalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen,
pengguguran hak yang akan harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada

ucapan penerimaan dari pihak yang lain, seperti wakaf, talak, ibra’ (membebaskan

“ H.Asmuni, Siti Mujiatun, Bisnis Syariah, (Medan: Perdana Publishing,2015), him. 67



tanggungan), mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat atau ru’yah
(melihat), maka semua akad dinamakan tasharruf dan tidak sebaliknya.*®

Yang memilki harta secara mutlak adalah Allah SWT. yang menciptakan
semua apa yang ada dalam alam ini. Hal ini banyak dinyatakan Allah dalam Al-

qur’an diantaranya pada surat Ali Imran ayat 109
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Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada

Allahlah dikembalikan segala urusan.”(Ali Imran:109)
Namun seluruh yang dimiliki Allah itu dijadikan Allah untuk manusia

semuanya sebagai mana dinyatakan-Nya dalam surat al-Bagarah ayat 29:

Artinya: ’Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan
dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan

dia Maha mengetahui segala sesuatu.

> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), him.18
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Dan menyuruh manusia untuk mengambil dan memanfaatkan, sebagaimana

terdapat dalam surat al-Bagarah ayat 168

(&J,u uwnu,,bl ijmupﬂ\duﬂﬁ&uu@;u;

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;
karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(al-
Bagarah:168)

Bila harta kekayaan Allah itu telah diperoleh oleh manusia, maka untuk
selanjutnya manusia berhak untuk memakan dan memanfaatkannya. Dengan begitu
kepemilikan manusia terhadap harta yang telah diperolehnya dari Allah melalui
usahanya itu tidak dalam bentuk kepemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak
menguasainya sedangkan pemilikan mutlak tetap berada pada Allah SWT. oleh
karenaitu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang
diridhai oleh Allah.*

Menurut Hanafiyah harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan,
dan dapat dimanfaatkan. Menurut pengertian ini harta memiliki dua unsur yaitu:

1. Harta dapat dikuasai dan dipelihara secara nyata. Sesuatu yang tidak dapat
bisa disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan,

kecerdasan, udara, panas matahari, tidak dapat dikatakan harta.

6 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2010), him.177-178
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2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat
seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau
bermanfaat, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti
satu hiji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain.*’

Penggunaan harta dalam garan Islam harus senantiasa dalam pengabdian
kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena
manuasia itu merupakan nadhariatul al-hag. hag di dalam Islam itu ada bermacam
macam salah satunya adalaha harta istihlak dan harta isti’mal. Harta istihlak adalah
suatu yang tidak dapat diambil kegunaanya dan manfaatnya secara biasa kecuali
dengan menghabiskannnya. Sedangkan harta isti’mal adalah sesuatu yang dapat
digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.

Para ulama menyatakan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan segala
persoa an yang menyangkut ta’assuf fi isti’mal al-hagq adalah sebagai berikut:

a. Menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang ditimbulkan oleh
penggunaan secara sewenang-wenang. Misalnya apabila kesewenangan itu
muncul akibat membangun rumah, yang mengakibatkan udara dan cahaya
matahari terhalang masuk kerumah para jiran, maka rumah itu harus
dirubuhkan,, jika sudah berdiri atau pembangunannya dihentikan jika masih
dalam tahap pembangunan, atau membangun rumah itu dengan tetap
memberikan peluang bagi masuknya cahaya matahari dan udara kerumah

tetangga.

" Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), him.19.
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. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan
hak secara sewenang-wenang, jika kemudharatan yang ditimbulkannya
berkaitan dengan nyawa, harta atau anggota tubuh seseorang.

Membatalkan tindakan kesewenangan itu, seperti membatalkan nikah tahlil
dan membatalkan wasiat yang memberi mudarat kepada ahli waris.

. Méarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang, seperti
melarang suami membawa istrinya dalam suatu perjalanan, jika perjalanan
yang dilakukan itu memberi mudharat kepada istri dan melarang petani
anggur untuk menjual anggurnya kepada pengel ola pabrik minuman keras.
Memberlakukan hukuman ta’zir atas kesewenangan para pejabat dalam
menggunakan haknya.

Memaksa pelaku kesewenangan itu untuk melakukan sesuatu, seperti
memaksa para pedagang yang melakukan ihtikar untuk menjual barang yang
ditimbunnya dengan harga normal dan memaksa para pekerja untuk bekerja

dengan upah yang normal .*®

“8 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him.14.
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PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI HARTA ORANG LAIN

TANPA SEIZIN PEMILIKNYA DI GAMPONG PUNTEUET
ACEH UTARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

3.1. Praktik Penjualan Buah-buahan Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya di
Gampong Punteuet Kec. Sawang

Harta dalam Islam sebagal salah satu unsur asasi yang harus diproteksi dan
dilindungi sebagar manifestasi dari magashid al-syari’ah. Harta penting untuk
mewujudkan kehidupan yang segjahtera bagi pemiliknya karena dengan harta yang
dimilikinya akan mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya terutama pada
tataran dharuriyyah, dan juga hajjiyah, sebagai standar kehidupan ideal yang ingin
dicapai, meskipun banyak juga yang menginginkan kehidupannya bergelimang harta
untuk memenuhi kebutuhan tersier sebagai kebutuhan tahsiniyyah yang tidak
berbatas,* namun kadang kala menjadi prioritas bagi masyarakat modern.

Harta bagi umat Islam juga sebaga salah satu essential principle dalam
menjalankan garan agamanya dan dari dimensi sosia. Pada aspek religi harta
menjadi sarana untuk mengamalkan ibadah maliyah. Setiap umat Islam yang baik dan
shalih menginginkan harta sebanyak-banyaknya digunakan untuk kepentingan ibadah
baik dalam tataran wajib seperti zakat, maupun dalam tataran sunnat seperti sedekah,

kurban dan infaq dan lain-lainnya, sehingga semakin mendekatkannya kepada Allah

'Abdul Rahman, dkk, Magasid Syari’ah dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), him. 51.
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sebagal hamba yang mengedepankan aspek ‘ubudiyah maliyah-nya kepada Allah
SWT.

Untuk mendapatkan harta baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak
tentu sgja dibutuhkan usaha maksimal untuk memperolehnya dengan berbagai cara,
baik dengan bekerja maupun dengan mengusahakannya seperti berdagang, bertani
dan lain-lain. Sehingga dengan usaha yang maksimal setiap orang akan memperoleh
pendapatan yang diinginkannya sebagai hasil pencarian dalam hidupnya.

Umumnya masyarakat Aceh memperoleh penghasilannya dari usaha pertanian
dan perkebunan, karena geografis Aceh cocok untuk usaha tersebut. Usaha pertanian
dengan berbagai varietas yang dikembangkan oleh masyarakat Aceh umumnya
mampu membawa kesegjahteraan bagi masyarakat terutama dari perkebunan yang
memiliki orientasi ekspor seperti karet dan sawit. Demikian juga masyarakat Punteuet
Kecamatan Sawang yang memiliki lahan pertanian yang fokus pada bertani padi,
palawija maupun berkebun tanaman keras, seperti mangga, kelapa, sawo dan pisang.
Semua hasi| pertanian digunakan untuk kebutuhan hidup sendiri maupun untuk dijual
untuk mendapatkan profit.

Kebanyakan hasil kebun yang dikelola masyarakat Gampong Punteuet
merupakan komoditas yang laku dijual di pasar loka terutama di pasar-pasar
tradisional di sekitar Lhokseumawe, seperti buah rambutan, mangga, sawo, pisang,
kelapa dan lain sebagainya. Semua hasil kebun tersebut memang difokuskan sebagai

komoditi yang akan dijua untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat tani.
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Sehingga dengan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai
kebutuhan keluarga.

Hampir semua anggota masyarakat Gampong Punteuet memiliki area
perkebunan meskipun tidak semua mengelolanya dengan baik, sehingga beberapa
lahan perkebunan seperti terlantar karena kurang perhatian dari pemiliknya
mengakibatkan dimanfaatkan oleh orang lain untuk tempat penggembalaan binatang
ternak yang dimiliki. Namun ada juga anggota masyarakat yang berbaik hati
mengel ola kebun-kebun yang terlantar karena pemiliknya biasanya berdomisili di luar
Gampong Punteuet.

Kebun-kebun yang kurang terawat tersebut biasanya memang disebabkan
karena pemilik kebun berdomisili di luar Kecamatan Sawang bahkan ada juga di luar
Kabupaten Aceh Utara sehingga tidak mampu menjangkau atau tidak memiliki
kesempatan yang baik untuk merawat kebun secara berkala, bahkan bisa sgja alasan
finansial yang tidak memadai dihasil dari kebun yang dimiliki untuk membiayai
pengeluaran atau budget yang harus digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan
kebun.®

Mayoritas masyarakat yang berdomsili di Gampong Punteuet masih memiliki
relasi famili, sehingga tingkat responsibilitas dari seluruh warga terhadap warga yang

lain masih sangat tinggi hal ini karena sifat komuna yang mereka masih sangat

’Hasil wawancara dengan lbrahim, Keuchik Gampong punteuet Kecamatan Sawang, pada
tanggal 7 Juli 2017 di Gampong Punteuet Aceh Utara

®Hasil wawancara dengan Dahlan warga masyarakat Gampong Punteuet K ecamatan Sawang
padatanggal 7 Juli 2017 di Gampong punteuet Aceh Utara
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mengental sebagai ikatan persaudaraan dan kekerabatan. Bahkan dapat dikatakan
hampir 90% warga gampong Punteuet merupakan penduduk asli yang bukan
pendatang dari daerah lain. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat masih menaruh
iba dan tanpa pamrih merawat kebun-kebun yang ditinggalkan pemiliknya demi
membantu sesama terutama untuk tetap mempertahankan kondisi tanaman-tanaman
keras yang ada dalam lahan perkebunan dalam kondisi baik.

Tanaman keras yang ditanam di kebun biasanya merupakan tanaman buah-
buahan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagian Tanaman tersebut akan
berbuah secara musiman, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi bila
dipasarkan kepada konsumen di pasar-pasar tertentu, seperti di pasar kota
Lhokseumawe dan sekitarnya, meskipun ada juga jenis tanaman yang berbuah
sepanjang waktu seperti kelapa, pinang dan pisang.

Sifat dan karakter masyarakat gampong Punteuet yang bersifat praktis dengan
mengedepankan kemaslahatan dan fungsional dari yang mereka dapati di sekitar
mereka, sehingga dalam mengambil keputusan juga cenderung simpel dan apa
adanya. Hal inilah yang melatarbelakangi masyarakat Gampong Punteuet yang
mengambil kebijakan untuk menjual hasil kebun yang terdapat di sekitar tempat
tinggal mereka meskipun tanpa memiliki izin khusus atau spesifik dari pihak pemilik
kebun.

Kebijakan sepihak dari sebagian anggota masyarakat yang menjual hasi
perkebunan milik orang lain cenderung telah menjadi kebiasaan di Gampong

Punteuet, sehingga cenderung tidak dipermasalahkan lagi, meskipun tetap ada



62

sebagian anggota masyarakat yang tidak mendukung praktik ini, karena tetap
bersikukuh untuk tidak melakukan perbuatan yang secara normatif bertentangan
dengan hukum Islam.*

Berdasarkan infomasi yang peneliti himpun, awanya prilaku menjua hasil
kebun orang lain yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau pemiliknya bertempat
tingga di luar Gampong Punteuet karena sebagian masyarakat mengambil langkah
antisipatif terhadap hasil kebun masyarakat Punteuet yang dapat membusuk bila tidak
ditanggulangi segjak awal oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar perkebunan
Gampong Punteuet.’

Praktik menjual hasil kebun tanpa melalui proses perizinan pemiliknya telah
menjadi tradisi dalam masyarakat Gampong Punteuet, bahkan proses penjualannya
dilakukan oleh masyarakat melalui pihak agen atau tengkulak dan hal ini dianggap
sudah lumrah dan menjadi lazim untuk dilakukan. Meskipun demikian ada juga
sebagian kecil masyarakat lainnya menganggap praktik ini tidak mempunya asas
legal standing yang kuat sehingga tidak setuju dengan praktik ini.°

Praktik ini semakin memiliki peluang terjadi karena pihak penjual hasil kebun
orang lain dengan pihak agen biasanya memiliki hubungan kekerabatan atau memang
sudah saling mengenal sehingga pihak penjua langsung menghubungi pihak agen

untuk menjual hasil kebun tetangganya dan dianggap tidak perlu memintaizin secara

“Hasil wawancara dengan Ibrahim, Keuchik Gampong Peunteut Kecamatan Sawang, pada
tanggal 7 Juli 2017 di Gampong Punteuet Aceh Utara

®Hasil wawancara dengan Syaukani Bintang, Imum Mukim Sawang Utara,Kecamatan
Sawang, f;S)ada tanggal 7 Juli 2017 di Gampong Punteuet.

Ibid.
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khusus dan langsung kepada pemilik ketika ingin memanen hasil kebun dan
menjualnya. Transaks ini terjadi karena pihak tetangga menganggap perbuatan
menjual hasil kebun tersebut karena untuk menyelamatkan hasil kebun tersebut dari
pencurian pihak lain ataupun dimangsa oleh binatang baik binatang liar maupun
hewan lainnya seperti burung-burung dan lain-lain.”

Dengan demikian alasan logis yang dikemukakan oleh pihak penjua hasil
kebun di Gampong Punteuet adalah untuk menyelamatkan hasil kebun yang tidak
dijaga oleh pemiliknya akan terhindar dari tindakan destruksi yang muncul baik
faktor alamiah maupun tindakan yang disebabkan oleh perbuatan orang yang sengaja
mengambil hasil kebun yang tidak dimilikinya. Dengan tindakan panen dan penjualan
hasil panen tersebut seharusnya pihak pemilik kebun akan tertolong dan
tertanggulangi dari potensi kerugian yang mungkin muncul bila tidak dipanen saat
yang tepat.

Bagi pihak pemilik kebun, sebagian mereka memang ada kepercayaan kepada
pihak saudara atau tetangga kebunnya sehingga tindakan penjualan hasil kebun secara
sepihak tanpa izin s empunya akan sangat membantu pemilik kebun dari potens
kerugian baik disebabkan faktor alamiah maupun disebabkan karena ulah manusia
dengan prilaku penjualan tanpa seizin pemiliknya, karena bisa menimbulkan

kecurigaan terhadap hasil panen baik volume maupun jumlah panen itu sendiri,

"Hasil wawancara dengan Jafar sekdes Gampong Punteuet K ecamatan Sawang pada tanggal 7
Juli 2017 di Gampong Punteuet kecamatan Sawang Aceh Utara



demikian juga harga jualnya apakah sesuai dengan harga yang ingin ditetapkan oleh
s pemilik kebun, ataukah malahan tanpa negosias yang memadai sehingga pihak
pemilik kebun tidak dirugikan disebabkan penentapan harga yang tidak sesuai yang

diinginkan.

3.2. Respon Masyarakat Punteuet Terhadap Penjualan Buah-buahan Orang lain
Tanpalzin Pemiliknya

Praktik penjualan buah-buahan yang dilakukan oleh masyarakat Punteuet
Kecamatan Sawang dengan cara langsung memetik hasil perkebunan tanpa
sepengetahuan dan izin s pemiliknya, bahkan ada juga yang langsung agen buah-
buahan yang memetik dan menjual hasil perkebunan tersebut ke pasar di sekitar
gampong Punteuet dan ke Lhokseumawe sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Praktik jual beli ini memang sudah menjadi kebiasaan orang gampong Punteuet.
tanpa dipermasalahkan lagi, tetapi ada juga masyarakat yang tidak mendukung
praktik ini, karena khawatir muncul kecurangan yang dilakukan oleh si pemetik
ataupun agen, Sehingga menimbulkan gharar bahkan perbuatan tersebut dapat
menimbulkan friksi dalam masyarakat karena kesalahpahaman yang muncul akibat
tindakan sepihak dalam memanen buah-buhan dan menjualnya ke calo atau agen
pengumpul buah yang beroprasi di sekitar Gampong Peunteut atau Mukim Sawang

Utaradi Kecamatan Sawang ini.?

®Hasil Wawancara dengan Ibrahim, Geuchik Gampong Punteuet pada tanggal 7 Juli 2017 di
Gampong Punteuet Kecamatan Sawang Aceh Utara
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Berikut ini penulis narasikan beberapa pendapat masyarakat Gampong
Punteuet tentang objek penelitianini yaitu: Yusrawati salah seorang ibu rumah
tangga yang juga penduduk asli Gampong Punteuet mengemukakan bahwa penjualan
buah-buahan tanpa izin pemiliknya bukanlah menjadi suatu masalah besar yang harus
diperdebatkan, karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, bahkan ada
juga agen buah-buahan yang memang sudah dipercaya oleh pemilik kebun dan
menjadi langganannya. Yusrawati juga menambahkan informasi bahwa menurutnya
s calo atau pelaku penjualan buah bukan milik sendiri tersebut tidak mungkin
membuat kecurangan tentang jumlah buah yang dijualnya ataupun berat timbangan
dari komoditas kebun. Seandainyapun dia melakukan hal tersebut, berarti itu urusan
dia dengan Allah karena telah melakukan ketidakjujuran dalam melakukan perbuatan
yang memang seharusnya bukan kewenangannya, karena sebagai manusia juga tidak
bisa mengukur lebih dalam tentang kejujuran seseorang.

Menurut Yusrawati seandainya dia dalam posisi sebagai pemilik kebun yang
hasil kebunnya dipanen oleh orang lain untuk dijual akan cenderung membolehkan si
pelaku melakukan pekerjaan tersebut meskipun tidak pernah ada ikrar yang
mendelegasikan  kepada agen atau pihak lainnya karena hal tersebut akan
memudahkannya dalam menghandle setiap pekerjaan dan tindakan tetangga tersebut

merupakan bukti keluhuran dan kebaikan budi karena telah membantu tetangganya
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dalam memasarkan hasil kebun dan si pemilik kebun dapat melakukan pekerjaan
lainnya yang akan dilaksanakan.’

Menurut Mahyuni Effendi juga salah seorang warga Punteuet menyatakan
bahwa siapapun bisa menjual hasil kebun bila sipemiliknyatidak mengetahui keadaan
hasil kebunnya, demi menyelamatkan hasil kebun tersebut dari hama dan faktor
alamiah lainnya. Pengambilan hasilnya bisa dilakukan oleh warga dan dapat juga si
agen buah-buahan langsung memanen hasil dari kebun asalkan tidak ada hal yang
disembunyikan baik jumlah buah dan volumenya dalam transaks tersebut.
Seharusnya yang terlebih baik itu minta izin dulu kepada pemilik kebun, karena
sahnya suatu jua beli mengharuskan adanyaijab gabul dan adanya objek barang yang
dituju. Tetapi dalam kasus jua beli ini mengalami cacat pada hukum jual beli.
Mahyuni juga mengaitkan tentang kebun yang tidak ada pengelolanya di tempat, dari
pada buah-buahan terbuang dan mubazir ada baiknya juga orang atau agen yang
mengambil buah tersebut kemudian menjual dan mengembalikan uang dari hasil
panen tersebut ke pemilik kebun. Karena yang punya kebun itupun sudah memaklumi
karena diajuga tidak mengelolanya. ™

Warga Punteuet juga menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa jua beli
yang sah adalah jual beli yang memenuhi kriteria rukun dan syarat-syarat akad jual

beli yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa mengandung unsur penipuan,

®Hasil Wawancara dengan Yusrawati, masyarakat gampong punteuet pada tanggal 2 Juli
2017 di Gampong Punteuet Kecamatan Sawang Aceh Utara

%awancara dengan Mahyuni, Tuha Peut Gampong Punteuet pada tanggal 15 Juli 2017, di
Gampong Peunteut Kecamatan Sawang, Aceh Utara
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kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang dapat menyebabkan
kerugian dan penyesalan dari pihak lain. Sedangkan proses jual beli tanpa izin
pemilik kebun yang sering dilakukan di kalangan masyarakat Gampong Punteuet
merupakan suatu pengecualian karena hal tersebut dapat dikatakan hal yang unik
tetapi tidak perlu dibiasakan, kecuali sipelakunya memang betul-betul amanah,
mampu melakukan perbuatan yang memang diridhai oleh pemilik kebun, karena rasa
percaya yang ada antara pelaku penjual dengan pemilik kebun tersebut. Sehingga
tindakan penjualan yang dilakukan merupakan amanah yang diemban dan akan
dipertanggungjawabkan bukan hanya di kalangan masyarakat tapi terutama di depan
Allah. Dengan demikian amanah harus dilakukan dengan baik dan tidak boleh ada
pengkhianatan sedikitpun.*

Syahrol seorang warga Gampong Punteuet yang berprofesi sebagai petani di
kalangan masyarakat Punteuet beliau populer sebagai petani yang berhasil dalam
mengelola lahan pertaniannya, menyatakan pendapat yang tidak berbedanya dengan
pendapat sebelumnya di atas. Penjualan hasil kebun orang lain yang tidak didahului
dengan izin pemiliknya tidak lagi dianggap sebagai persoalan krusial, karena
meskipun tidak ada izin tapi dianggap pemiliknya telah rela bahkan sudah dianggap
sebagal perbuatan yang saling membantu.

Buah-buahan yang dijual tersebut tempo waktu panennya relatif tidak lama

kalau dibiarkan pasti dimakan oleh binatang liar seperti kelelawar dan lain-lain

"wWawancara dengan Imum M. Jakfar, Teungku Imum Gampong Punteuet pada tanggal 15
Juli 2017, di Gampong Peunteut Kecamatan Sawang, Aceh Utara
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sehingga akan merugikan pemilik kebun, dan masyarakat Gampong Punteuet bukan
masyarakat yang apatis mereka sangat respon dengan anggota masyarakat lainnya
sehingga tindakan penjualan yang dilakukan oleh warga di sekitar kebun sangat
diharga karena setelah penjualan tersebut dan uangpun akan diserahkan kepada
pemilik kebun. Bila ada di antara yang memanen hasil kebun dan menjualnya namun
tidak jujur dalam menetapkan harga dan tidak mengembalikan uang hasil penjualan
seutuhnya maka dosanya ditanggung oleh si pelaku, karena si pelaku tersebut telah
mengambil keuntungan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang
berlaku.

Sebaiknya pihak pemilik kebun memiliki respek dengan pihak yang telah
menjual hasil kebunnya, karena tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut
telah membantunya. Tanda respek baik berupa pemberian sedikit dari hasil penjualan
buah-buahan maupun menshare sebagian buah-buahan hasil kebunnya dengan pihak
yang telah membantu menjual hasil kebunnya kepada pihak agen buah-buahan
tersebut. Hal ini didasarkan dari fakta yang terjadi karena ada masyarakat yang sudah
dibantu namun tidak menunjukkan respek kepada pihak yang telah membantunya
sehingga menimbulkan dapat menimbulkan sikap antipati dari pihak yang telah
membantu, meskipun ada juga yang membantu tanpa ada rasa pamrihnya.™®

Meskipun penjualan hasil kebun yang dilakukan oleh warga Punteuet tanpa

seizin pemiliknya sudah menjadi tradis yang dilakukan secara komunal dalam

Hasi| Wawancara dengan Syahrol , Petani di Gampong Punteuet pada Tanggal 16 Juli 2017
di Gampong Peunteut Kec. Sawang Aceh Utara.
13 .
Ibid.
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gampong, namun tidak semuanya sepakat dengan kebiasaan tersebut. Berikut ini
penulis paparkan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penjualan hasil kebun
tanpa seizin pemilik merupakan tindakan gharar, yang tidak boleh dilakukan oleh
muslim.

Seorang tokoh perempuan Gampong Punteuet yaitu Nurlaila menyatakan
bahwa tindakan tetangga dan calo atau agen buah-buahan yang melakukan panenan
buah-buahan di kebun orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan yang
dhalim, karena akan membuka peluang timbulnya perselisihan di antara para pihak.
Meskipun tindakan sepihak yang dilakukan tetangga ataupun agen buah-buahan
sebagal langkah antisipatif dari busuk ataupun rontoknya buah-buahan dari
pohonnya, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan kuat untuk melakukan
perbuatan memetik dan menjual buah-buahan milik orang lain tanpa seizinnya. Bisa
sgja pihak tetangga menghubungi pemiliknya langsung ataupun melalui aat
komunikasi yang gampang digunakan, sehingga tindakan meminta izin untuk
memetik dan menjual buah-buhan tersebut tidak sedikitpun memiliki kendala. Dalam
hal ini pihak tetangga memang harus aktif untuk mengabari pemiliknya dengan info
aktual tentang kondisi kebun miliknya.'*

Masyarakat gampong Peunteut memang masih berbeda pendapat dan polemik
dalam masalah prilaku sebagian masyarakat yang melakukan panenan kebun milik

orang lain tanpa seizin empunya, meskipun sebagian mereka menyatakan hal tersebut

Y“Hasil wawancara dengan Nurlaila, di Gampong Punteuet pada tanggal 16 Juli 2017 di
Gampong Punteuet kec. Sawang Aceh Utara.
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sebagal upaya membantu sesama anggota masyarakat untuk mencegah terjadinya

kerugian yang besar terhadap hasil panenan karena faktor alamiah seperti jatuh

karena sudah matang maupun disebabkan dimangsa hewan seperti kelelawar dan lain-
lain.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Buah-buahan Orang L ain
Tanpalzin Pemiliknya di Kalangan M asyar akat Gampong Punteuet
Kecamatan Sawang

Akad atau transaksi merupakan pertalian ijab dan kabul sesua dengan
kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam pengertian lain,
transaks adalah ikatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelola) menurut syara’
dengan serah terima.®® Suatu akad tidak cukup hanya ada lafad secara faktual, tetapi
keberadaannya juga harus sah secara syar’i agar akad tersebut dapat melahirkan
akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Syarat-
syarat akad tersebut ada berbagai macam, diantaranya syarat-syarat terbentuknya
akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan
syarat mengikatnya akad.™®

Di dalam suatu akad terdapat rukun-rukun yang telah di terapkan oleh syariat
yang terdiri dari empat rukun akad yaitu para pihak yang berakat, pernyataan ijab dan
kabul, objek akad dan tujuan akad. Di dalam suatu akad juga ada syarat-syarat yang

telah di tentukan seperti berakal, berbilang pihak, ijab dan kabul, kesatuan majelis

“Abdurrahman, dkk, Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
him.51.
Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),him. 242.
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akad, dapat diserahkan barang pada saat berakat,tertentu atau dapat ditentukan, dapat
diperdagangkan, tidak bertentangan dengan syara’. Apabila sudah terpenuhi semua
rukun dan syarat akad belum sepenuhnya juga menjadi sah, meskipun sudah
terbentuk namun harus terpenuhi beberapa klasifikasi untuk sahnya akad, di
antaranya

1. Bebasdari gharar

2. Bebas kerugian yang menyertai penyerahan

3. Bebasdari syara-syarat fasid

Dalam islam, transaksi yang dilakukan harus adanya objek dan orang yang
terikat kedalam akad jual beli. Jual beli yang tidak di hadiri oleh pemilik ketika
melakukan ijab dan kabul itu tidak sah menurut hukum islam, Karena salah satu
syarat jual beli yang tidak sesuai yaitu objek jual beli haruslah bersih dari kotoran dan
harus bermanf aat.

Seperti halnya jua beli yang berlaku di gampong Punteuet yaitu agen
memanen hasil kebun milik orang lain tanpa seizinnya. Walaupun semestinya sudah
menjadi kebiasaan di gampong tersebut, tetapi islam tetap juga melarang hal yang
demikian rupa karena itu jual beli yang tidak di anjurkan dalam islam. Salah satu
penyebab tidak di bolehkan jual beli tersebut di dalam islam karena tidak sah suatu
akad tanpa objek barang ketika berlangsungnya akad. Sehingga di waktu akad barang
tidak di hadirkan. Pemilik kebun tidak mengetahui bagaimana kualitas, kuantitas

barang tersebut.
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Seperti hadist Rasulullah SAW:

ki edla LW g O vy e &1 oo ) e

Artinya “Rasulullah SAW melarang setiap orang menjual sesuatu yang belum
dimilikinya”.

Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya
tersebut itu tidak sah (fasid). Sesuai dengan ijma’ ulama yang menegaskan bahwa
setigp transaksi yang tidak diketahui objek akadnya maka akad itu tidak sah karena
dalam transaksi ini ada ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselishan. Islam
menganjurkan kita memakan harta yang bersih tanpa mengandung unsur-unsur yang
tidak di perbolehkan dalam hukum islam tentang jual beli.

Dalam Islam dilarang mengambil milik orang lain tanpa izin pemilik apalagi
menjualnya. Walaupun hal itu sudah menjadi tradisi di masyarakat, hukum Islam
telah menetapkan larangan transaksi jual beli dan berbagai bentuk transaksi
pemindahan kepemilikan lainnya yang tanpa didasari oleh izin dari pemiliknya.
Qarinah umum yang digunakan oleh ulama figh tentang ketentuan ini didasarkan

pada firman Allah SWT yang berbunyi:
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Artinya: ““Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang



73

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.” (an-Nisa’: 29)

Dengan dasar ayat inilah yang menjadi grand umbrella theory bahwa setiap
muslim hanya mengkonsumsi harta yang halal dan diperoleh secara haal.
Menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan
dhalim yang harus dihindari oleh setigp muslim.

Harta dalam Isdam bukan hanya berbentuk materil, namun termasuk
immaterial seperti hak milik, hak cipta dan sebagainya. Pengakuan terhadap harta
tersebut sangat substantif karena harta dan segala konsekwensi yang terkait dengan
harta tersebut sangat urgen untuk dilindungi sebaga bentuk dari perlindungan
terhadap hak asas manusia yang merupakan rumusan dari teori magashid syariah.
Daam teori ini harta atau mal merupakan salah satu unsur dari manusia yang harus
dilindungi karena dengan harta manusia dapat mempertahankan eksistensi dirinya
sehingga harta dalam katagori magashid syariah dapat digolongkan pada tataran
dharuriyyah, hajjiyyah bahkan tahsiniyyah. Syariat Isslam menjamin eksistens harta
seseorang tetap dalam penguasaan pemiliknya, maka bila ada yang seseorang yang
mengambilnya tanpa seizin pemiliknya, mencuri, merampas maupun merampoknya
maka hal tersebut akan mendapat konsekwensi akibat pelanggaran dan tindak pidana
terhadap kemilikan seseorang dalam bentuk hukuman baik dalam katagori hudud

maupun diyat dan ta’zir.
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Oleh karena itu penguasaan harta dalam Islam harus dilakukan dengan cara
yang legal secara normatif dalam syariat dan figh. Salah satu bentuk tasharruf harta
adalah melalui transaksi jual beli yang harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan
dalam nash-nash. Namun bila tidak memenuhi syarat atau mengandung ketentuan
yang dilarang oleh Islam, seperti unsur gharar maka hal tersebut dapat menyebabkan
tidak sahnya akad atau akad yang dilakukan berada dalam tataran fasid.

Jual beli buah-buahan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Peunteut
dalam salah satu perspektif yang dapat penulis munculkan tidak memenuhi unsur
syariat. Hal ini disebabkan dalam transaksi jual beli tersebut pihak penjual tidak
memiliki buah-buahan yang menjadi objek jual beli tersebut. Sehingga syarat
‘agidaini bahwa pihak penjual tersebut harus memiliki harta atau barang yang
ditransaksikan tersebut yang diistilahkan dengan milk at-tam. Sehingga bila pihak
penjual bukan pemilik sah dari harta yang ditransaksikan maka dapat dipastikan
bahwa telah terjadi gharar karena sipenjua tidak memiliki hak atas objek transaksi
sehinggajual ini dianggap fasid karena syarat transaksi tidak terpenuhi.

Keelasan terhadap objek transaksi sangat penting dilakukan karena ini
langsung terkait dengan keabsahan transaksi. Para pihak, terutama pihak penjual
harus secara gamblang menjelaskan tentang kondisi dan fakta secara keseluruhan
terhadap objek transaksi. Dengan demikian transparansi dalam transaksi jua beli
terwujud dengan semestinya. Dalam salah satu hadist Bukhari dan Muslim yang

bersumber dari Hakim bin Hizam Rasulullah SAW bersabda:
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Artinya: Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berakad berhak memilih selama

mereka berdua belum berpisah, atau beliau berkata, hingga mereka berdua

berpisah, apabila mereka berdua jujur dan membeberkan tentang barang

dagangannya, maka mereka berdua akan diberi berkah dalam jual beli

tersebut, namun apabila mereka berdua menyembunyikan cacat dan

berbohong, maka akan dihilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli
mereka.”*’

Bila pihak penjual buah-buahan tersebut bukan pemilik sah dari objek
transaks setidaknya pihak penjual telah memiliki izin dari pemilik sah buah-buahan,
sehingga dapat dinyatakan bahwa pihak penjual telah memiliki izin dari si pemilik
sempurna buah-buahan tersebut. Sehingga transaks atau tasarruf yang dilakukan
oleh pihak penjua dapat dinyatakan sebagai pihak yang mewakili dari pihak pemilik
sebenarnya dengan menggunakan akad wakalah, baik akad wakalah tersebut
dilakukan atas dasar tabarru’*® sehingga tidak memiliki kompensasi apapun atas
keberhasilan penjualan buah-buhan yang dilakukan kepada pihak penerima akad
wakalah kepada pihak pembeli dan penyerahan harga hasil transaks jual beli kepada

pihak pemilik kebun buah-buahan tersrsebut.

7 Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darul Hag, 2005), him
123

'8 Akad tabarru’merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba
Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad
Tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal
dari kata birr dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Abdu |Aziz Muhammad Azzam, Figh
Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), him.70
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Dalam hal ini pihak penerima wakalah menjalankan amanah penjualan buah-
buahan tersebut murni karena keinginannya untuk berbuat baik kepada pemilik kebun
buah-buahan yang memiliki dilema sehingga tidak mampu mengurus kebun buah-
buahan yang dimilikinya tersebut.

Di lain pihak, ada juga pihak yang menjua buah-buhan milik tetangga di
Gampong Peunteut didasarkan pada akad wakalah bi al-ujrah, karena pihak pemilik
kebun memberikan kompensasi sebagai ujrah atas usaha yang telah dilakukan dalam
jua beli buah-buahan tersebut, sehingga sebagian dari hasil penjualan buah-buahan
diberikan kepada pihak si penjua oleh pemilik kebun atas prestas yang telah
dilakukannya. Dengan wakalah bi al-ujrah ini baik pihak pemilik kebun maupun
pihak penjual telah melakukan transaks yang didasarkan pada simbiosis mutualisme.
Pihak pemilik kebun jelas diuntungkan karena telah ada yang membantu menjual
hasil kebunnya tanpa perlu bersusah payah, demikian juga pihak penjual sebagai
pihak yang menerima wakalah juga terbantu dengan adanya ujrah atau upah yang
diberikan oleh pihak pemilik kebun sebagai komisi dari usaha yang telah
dilakukannya.

Walaupun transaksi ini sudah menjadi kebiasaan. Dalam islam jual beli yang
baik yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan sebagainya. Seperti
problamatika yang berlaku di gampong Punteuet, si pemilik tidak mengetahui berapa
seharusnya takaran atau timbangan buah-buahan yang di timbang oleh si agen waktu

di jual itu juga menimbulkan ketidakjelasan. Islam mengancam secara tegas bagi
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orang-orang yang bermain curang dalam takaran dan timbangan, mereka akan

mendapat kemurkaan Allah baik di dunia maupun di akhirat.



BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat konklusi dari semua paparan
dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan
dalam bab ini akan penulis ajukan beberapa saran yang relevan dengan pembahasan
skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari analisis rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Penjualan hasil kebun tanpa melalui proses perizinan pemiliknya telah menjadi
tradiss dalam masyarakat Gampong Punteuet, bila upaya memberitahukan
pemiliknya tidak berhasil dilakukan. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya
proteksi dari kerugian dan juga mengantisipas mubazir yang akan muncul bila
tetangga atau orang yang dekat dengan kebun tidak mengambil langkah
strategis untuk memanen dan menjual hasil panennya di saat buah-buahan
tersebut sudah seharusnya dipanen. Penjualan hasil kebun milik orang lain juga
dilakukan oleh masyarakat Gampong Punteuet untuk menghasilkan
keuntungan baik bagi mereka maupun pemilik kebun.

2. Praktik penjualan buah-buahan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya
memang sudah menjadi kebiasaan orang gampong Punteuet tanpa
dipermasalahkan, meski demikian sebagian masyarakat setempat ada juga

masyarakat yang tidak mendukung praktik ini karena khawatir muncul

78



79

kecurangan yang dilakukan oleh si pemetik ataupun agen. Sehingga dapat
menimbulkan gharar bahkan perbuatan tersebut dapat menimbulkan friksi
dalam masyarakat karena kesalahpahaman yang muncul akibat tindakan
sepihak dalam memanen buah-buahan. Meskipun penjualan hasil kebun yang
dilakukan oleh warga Punteuet tanpa seizin pemiliknya sudah menjadi tradisi
yang dilakukan secara komunal dalam gampong, namun tidak semuanya
sepakat dengan kebiasaan tersebut. Sebagian masyarakat Gampong Peunteut
lainnya menganggap praktik ini tidak mempunyai asas legal standing yang
kuat sehingga tidak setuju dengan praktik ini. Meskipun memiliki tujuan
maslahat sudah seharusnya izin dari pemiliknya harus dilakukan terlebih
dahulu agar tidak menimbulkan gharar dalam tindakan tersebut.

. Dalam Idam dilarang mengambil milik atau harta orang lain tanpa seizin
pemiliknya apalagi mentasharrufkan dalam bentuk jual beli. Walaupun hal itu
sudah menjadi tradisi di masyarakat, Islam tetap melarang tindakan tersebut
dan bahkan dapat dikatagorikan sebagai tindakan pidana karena dikhawatirkan
ada penipuan yang dilakukan. Harta dalam Islam harus dilindungi sebagai
bagian dari magashid syari’ah. Jual beli yang seharusnya dilakukan dengan
menggunakan akad dan ma’qud alaih-nya harus barang milik sendiri yang
dimiliki secara milk at-tam. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat Gampong Peunteut tidak dapat ditolerir meskipun sebagai tindakan
preventif, kecuali tindakan tersebut dilakukan oleh tetangga yang masih

memiliki hubungan kekerabatan atau telah mendapat akad wakalah
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sebelumnya. Apalagi sekarang ini komunikasi semakin praktis dilakukan
seiring dengan majunya alat komunikasi, sehingga untuk memperoleh izin
semakin simpel dilakukan.

4.2. Saran-saran

1. Calo seharusnya harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik buah-
buahan sebelum memetik buah-buahan tersebut agar jual beli yang dilakukan
sah dan terpenuhi rukun serta syarat yang sudah di tetapkan dalam hukum
Islam.

2. Warga gampong Peunteut hendaklah bermusyawarah untuk membuat aturan
dan sanksi yang megikat secara adat bagi masyarakat setempat tentang
pelarangan memanen hasil buah-buahan tanpa izin pemiliknya, karena ini
merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam hukum Islam serta praktik yang

dilakukan dapat merugikan pihak pemilik secara ekonomi.

3. Jika memang kebiasaan ini tidak bisa dihilangkan, maka diharapkan kepada
Geuchik Gampong Punteuet agar dapat memilih beberapa orang baik dari
perangkat desa maupun masyarakat yang dipercayakan untuk mengawasi
praktik jual beli harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga

jual beli tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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